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ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(SAP) DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(OPD) DI KOTA MEDAN

Dara Anindya Pratiwi
Program Studi Akuntansi
Email : daraanindyapratiwi@gmail.com

Permasalahan dalam peneilitian ini adalah meningkatnya tuntutan masyarakat
terhadap penyelenggaranaan pemerintahan yang baik yang telah mendorong
pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntablitias publik.
Kemudian, pemeritahan kota medan selama berturut-turut 2 tahun terkahir telah
mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas penyajian laporan keuangannya,
akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan dalam pos-pos penyajian laporan
keuangan tersebut, diantaranya: pada Penyusunan Laporan Keuangan masih adanya
Klasifikasi Penganggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja
Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Keuangan Lainnya pada
sejumlah OPD Tidak Tepat. Pada Aset terdapat Penatausahaan Persediaan yang
Belum Tertib. Pada Pendapatan masih terdapat Pengelolaan Pajak Daerah Belum
Tertib, dan Pengelolaan Retribusi Daerah Belum Optimal dan Tidak Sesuai
Ketentuan. Pada Belanja terdapata Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Belanja
Modal, Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa,
Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pengelolaan Dana BOS belum
Memadai. Dari data tersebut menunjukkan bahwa lemahnya sumber daya manusia
di Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan SAP dalam proses penyusunan
laporan keuangan, kemudian dengan terdapatanya beberapa permasalahan dalam
pengelolaan akun Pendapatan dan Belanja menunjukkan bahwa adanya kelemahan
dalam pengendalian intern di Pemerintah Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk ntuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) dan Pengendalian Intern terhadap kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif
dengan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan asosiatif. Teknik pengambilan
sampel menggunakaan model non probability sampling atau sampling jenuh yaitu
penyebaran kuesioner kepada bagian keuangan berjumlah 40 responden. Teknik
pengumpulan data menggunakan data primer. Penelitian ini menggunakan metode
SEM-PLS (Partial Least Square) dengan menggunakan software SmartPLS.
Penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan
Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, SAP, Pengendalian Intern, Kualitas
Laporan Keuangan, SEM-PLS, SmarttPLS.
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ABSTRACT

EFFECT OF THE APPLICATION ON GOVERNMENT ACCOUNTING
STANDARDS (SAP) AND INTERNAL CONTROL ON THE QUALITY OF
FINANCIAL STATEMENTS IN REGIONAL APPARATUS
ORGANIZATIONS (OPD) IN MEDAN CITY

Dara Anindya Pratiwi
Accounting Study Program
Email : daraanindyapratiwi@gmail.com

The problem in this research is the increasing demands of society for good
governance which has encouraged the central government and local governments
to implement public accountability. Then, the Medan city government for the last 2
consecutive years has received an unqualified opinion on the presentation of its
financial statements, but there are still several problems in the presentation of these
financial statements, including: in the preparation of financial statements there is
still a Classification of Personnel Expenditure Budgeting , Expenditure on Goods
and Services, Expenditure on Social Assistance, Expenditure on Capital, and
Expenditure on Other Financial Assistance in a number of Incorrect OPDs. In
Assets there is Unorderly Inventory Administration. In Revenue there is still
Management of Regional Taxes that are Not Orderly, and Management of Regional
Levies that are Not Optimal and Not in Accordance with Provisions. In
Expenditures, there is a shortage of volume for work packages for capital
expenditure, a shortage in volume for work packages for goods and services,
overpayment of salaries and benefits, inadequate management of BOS funds. From
these data it shows that the weakness of human resources in the Medan City
Government in implementing SAP in the process of preparing financial reports, then
with the presence of several problems in managing Revenue and Expenditure
accounts indicates that there are weaknesses in internal control in the Medan City
Government. The purpose of this study was to test and analyze the effect of the
application of Government Accounting Standards (SAP) and Internal Control on
the quality of Medan City Government Financial Statements. This study uses
quantitative research methods with an associative approach to research. The
sampling technique uses a non-probability sampling model or saturated sampling,
namely the distribution of questionnaires to the finance department with a total of
40 respondents. Data collection techniques using primary data. This study uses the
SEM-PLS (Partial Least Square) method using SmartPLS software. This study
shows that Government Accounting Standards (SAP) and Internal Control have a
positive and significant effect on the Quality of Financial Statements of Regional
Apparatus Organizations (OPD) in Medan City.

Keywords: Government Accounting Standards, SAP, Internal Control, Quality of
Financial Reports, SEM-PLS, SmarttPLS.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang sedang terjadi di Indonesia saat ini aalah meningkatnya
tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaranaan pemerintahan yang baik yang
telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan
akuntablitias publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keeberhasilan atau kegagalan
terhadap pelaksanaan kegiatan orgnisasi apakah telah mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetakan sebelumnya, yang dilakukan melalui suatu media
pertanggungjawaban dan dilaksanakan secara periodik.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinahan
Keuangan Daerah, yaitu bentuk upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerinat
harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan harus disusun sesuai dengan
Standar Akuntasi Pemerintahan yang sesuai dengan Peratuuran Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010.

Menurut Suwardjono (2005), informasi yang dihasilkan dar aporan

keuangan pemerintahan harus bermanfaat bagi para pemakai, yaitu memiliki nilai



atau kualitas yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan laporan tersebut
dapat mendukung pengambilan keputusan dan laporan tersebut dapat dipahami oleh
pemakai, termasuk didalamya adalah masyarakat. Adapun komponen laporan
keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah
meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL),
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat
keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Oleh karena itu, laporan keuangan ang
dihasilkan pemerintah harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan
keuangan pemerintah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah
merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah
dapat memenubhi kualitas yang dikehendaki, yang diantaranya yaitu relevan, andal,
dapat dibandingkan, dan dapat diahami. Laporan keuangan secara teoritis
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan
pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, serta membantu menentukan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun secara empiris laporan
keuangan digunakan untuk menilai kondisi keuangan, serta mengevaluasi
efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Terdapat beberapa faktor



yang dapat mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangaan, yaitu diantaranya
penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian intern.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya
mendapatkan penilaian berupa opini dari BPK. BPK memberikan 4 macam opini
yang terdiri dari : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak memberi opini
(disclaimer). Opini tersebut mencerminkan kualitas suatu laporan keuangan.
Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang bebas dari salah
saji material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, berjalannya fungsi
pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

(Halim, 2007). Laporan keuangan yang berkualitas mendapatkan opini WTP dari

BPK.
Table 1.1
Opini LKPD Kota Medan Tahun 2017-2021
Entitas Pemerintah Daerah 2017 2018 2019 2020 2021
Kota Medan WDP WDP WDP WTP WTP

Sumber : IHPD BPK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kota Medan pada tahun 2020 dan 2021
telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksaan Keuangan. Opini tersebut menandakan bahwa Kota Medan telah dapat
meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mereka buat. Selain itu, opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut merupakan suatu apresiasi terhadap instansi
pemerintah yang telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan
memperhatikan kesesuaian standar akuntansi yang disebut Stadar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dalam proses pembuatan laporan keuangan.

Walaupun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD untuk tahun 2020

dan 2021 sudah mendapatkan opini WTP, namun tetap masih ada beberapa temuan



dan rekomendasi dari BPK RI masih terdapatnya beberapa permasalahan yang
berkaitan dengan LHP di Kota Medan. Pada Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah, khususnya di kota Medan masih terdapatnya beberapa masalah yaitu: pada
Penyusunan Laporan Keuangan masih adanya Klasifikasi Penganggaran Belanja
Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan
Belanja Bantuan Keuangan Lainnya pada sejumlah OPD Tidak Tepat. Pada Aset
terdapat Penatausahaan Persediaan yang Belum Tertib. Pada Pendapatan masih
terdapat Pengelolaan Pajak Daerah Belum Tertib, dan Pengelolaan Retribusi Daerah
Belum Optimal dan Tidak Sesuai Ketentuan. Pada Belanja terdapata Kekurangan
Volume Paket Pekerjaan Belanja Modal, Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan
Belanja Barang dan Jasa, Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pengelolaan
Dana BOS belum Memadai. Dari data tersebut menunjukkan bahwa lemahnya
sumber daya manusia di Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan SAP dalam
proses penyusunan laporan keuangan, kemudian dengan terdapatanya beberapa
permasalahan dalam pengelolaan akun Pendapatan dan Belanja menunjukkan
bahwa adanya kelemahan dalam pengendalian intern di Pemerintah Kota Medan.
Jika pemerintah menyusun laporan keuangan berdasaran prinsip-prinsip
SAP maka kualitas laporan keuangan menjadi semakin baik. Hal ini dikarenakan,
penerapan SAP Nomor 71 dimaksudkan untuk meningkatkan tansparansi dan
akuntabilitas peengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan
informasi yang berguna bagi pemakainya unuk pengambilan keputusan. Laporan
keuangan yang dibuat oleh para instansi harus disusun berdasarkan SAP yang telah

ditetapkan, agar laporan tersebut berkualitas.



Menurut penelitian Maydiyanti, dkk (2020) tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru,
menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara
parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut
diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Kusnadi, dkk (2022) tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
dan Sihite dan Holiawati (2017) tentang pengaruh standar akuntansi pemerintah,
spi dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, bahwa
penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintahan. Namun dalam penelitian Yuliani dan Agustini
(2018) tentang faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan.

Upaya untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, maka wajib dilakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Fungsi pengendalian ini dilakukan oleh
Kepala Daerah melalui sistem pengendalian intern. Menurut Jogiyanto (2007),
dengan adanya pengendalian intern, diharapkan akan semakin tinggi kualitas
informasi yang dihasilkan yang selanjutnya akan mempengaruhi secara positif
produktivitas organisasional.

Penelitian Rangkuti, dkk (2022) tentang determinant analysis of the quality
of local governmentfinancial reports with the government internal controlsystem as
moderating variables in the government mandailing district christmas, menyatakan

bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan



keuangan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Suratman, dkk
(2022) tentang analisis sistem pengendalian intern, standar akuntansi, teknologi
informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan
keuangan basarnas dan Holle, dkk (2019) pengaruh penerapan standar akuntansi
pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja
terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada organisasi perangkat daerah
provinsi papua), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh
positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan. Namun, dalam penelitian
yang dilakukan oleh Tarigan dan Sari (2021) tentang Pengaruh Penerapan Sistem
Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kepolisian
Daerah Sumatera Utara, menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerinahan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk
membuat suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan”

1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat diidentifikasikan
permasalahan sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Keuangan pada sejumlah OPD Tidak Tepat.
2. Lemahnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan SAP dalam proses

penyusunan laporan keuangan.



3. Permasalahan pada akun Pendapatan dan Belanja menunjukkan bahwa adanya

kelemahan dalam pengendalian intern.

1.3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah
sebagai berikut :
. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap
kualitas laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan?
. Apakah Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan

Pemerintah Kota Medan?

1.4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah
sebegai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Medan.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengendalian Intern terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.



1.5. Manfaat Penelitian
A. Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dan dapat menambah
pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, terutama yang berkaitan tentang
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
B. Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai
pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
di bidang ilmu akuntansi bagi peneliti khususnya mengenai pentingnya penerapan
standar akuntansi pemerintah dan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan
pemerintahan Kota Medan.
2. Bagi Instansi

Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
bermanfaat sebagai evaluasi terkait pentingnya penerapan standar akuntansi
pemerintah dan pengendalian intern sebagai akuntabilitas pelaporan keuangan
pemerintahan Kota Medan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi calon peneliti
selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pengendalian Intern Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota

Medan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kualitas Laporan Keuangan

2.1.1.1. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang berisikan informasi
seputar keuangan dari sebuah organisasi. Laporan keuangan dibuat atau diterbitkan
oleh perusahaan dari hasil proses akuntansi agar bisa menginformasikan keuangan
dengan pihak dalam maupun pihak luar yang terkait.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Tahun 2015
Tentang Penyajian Laporan Keuangan “laporan keuangan adalah suatu penyajian
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”

Fahmi (2013) mengemukakan bahwa : “laporan keuangan merupakan alat
yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi
keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.”
Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna
untuk membuat keputusan ekonomi bersifak finansial.

Kemudian Assauri (2015), mengemukaka bahwa “Laporan keuangan
merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang
dipercayakan kepadanya.”

Adapun menurut Thomas (2013), menjelaskan pengertian laporan keuangan

adalah “laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi yang
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memberikan gambaran keuangan tentang suatu perusahaan yang secara periodik
disusun oleh manajemen perusahaan. Laporan keuangan memiliki sifat historis
yaitu memuat angka-angka tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan pada
masa yang telah lalu (historis).”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan
keuangan adalah hasil dari proses pencatatan yang ringkas berupa data keuangan
dan aktivitas dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk memberi gambaran
mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta kinerja perusahaan pada saat tertentu

atau jangka waktu tertentu.

2.1.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang sebenarnya merupakan produk akhir dari proses
atau kegiatan akuntansi. Dalam laporan keuangan dibuat dan disusun oleh akuntan.
Para akuntan memahami dengan benar bahwa laporan keuangan yang dibuat
tersebut akan menjadi informasi keuangan bagi banyak pihak. Oleh karena itu,
seorang akuntan harus memahami dengan benar tujuan suatu pelaporan keuangan.

Dalam (Fahmi, 2013) Menurut PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan
Indonesia) “Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang
posisi keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas dan informasi laninnya yang
bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi
serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya
yang dipercayakan kepada mereka.”

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) 2015 No. 1, menjelaskan bahwa “Tujuan laporan keuangan

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan
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arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan
dalam pembuatan keputusan ekonomi.”

Adapun menurut Nordiawan, dkk (2007) mengemukakan bahwa : “Tujuan
umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan
serta realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang
bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber daya.”

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan
disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu
perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam

pembuatan keputusan ekonomi.

2.1.1.3. Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Rudiyanto (2012) setiap perusahaan memiliki bidang usaha dan
karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga rincian laporan keuangan
satu perusahaan dengan perusahaan lainnya juga berbeda. Namun, laporan
keuangan yang dihasilkan oleh setiap institusi harus memenuhi beberapa standar
kualitas yaitu : Dapat Dipahami, Relevan, Matrealitas, Keandalan/Reliabilitas,
Substansi Mengungguli Bentuk, Pertimbangan Yang Sehat, Kelengkapan, Dapat
Dibandingkan, Tepat Waktu, Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat.

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015
No. 1, karaktestik kualitatif merupakan ciri khas membuat informasi dalam laporan
keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok

yaitu: Dapat Dipahami, Relevan, Keandalan, Dapat Diperbandingkan.
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Sedangkan menurut Pura (2013) karakteristik merupakan ciri khas yang
memberikan informasi laporan keuangan berguna bagi pemakai. Laporan keuangan
yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak
yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan itu, ada
beberapa indikator standar kualitas yang harus dipenuhi, yaitu: Dapat Dipahami,
Relevan, Keandalan/Reliabilitas, Dapat Dibandingkan. Komparabilitas, Netral,
Tepat Waktu, Lengkap.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa di dalam sebuah
laporan keuangan yang baik dan dapat dikatakan bermanfaat bagi penggunanya jika
laporan keuangan yang disajikan tersebut mudah dipahami dan relevan atau
bermanfaat bagi penggunanya. Selain itu, andal (informasi keuangan yang disajikan
tidak hanya berguna untuk kebutuhan satu pihak saja akan tetapi untuk semua
pihak), serta laporan keuangan antar periode dapat diperbandingkan sehingga dapat

teridentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan perusahaan.

2.1.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan
Keuangan

Menurut Maydiyanti, dkk (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan yaitu:
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
(SAKD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Teknologi Informasi dan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Kemudian menurut Andi Kusnadi, dkk (2022) dalam penelitiannya

menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan
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pemerintah yaitu: Kompetensi Aparatur Pemerintah, Teknologi Informasi dan
Pengendalian Internal Keuangan Daerah.

Adapun menurut Agung, dkk (2018) menyebutkan bahwa faktor-faktor
yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan yaitu: Gaya
Kepemimpinan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal,
Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penelitiannya.

Selanjutnya menurut Yuliani dan Agustini (2018) dalam penelitiannya
menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan
pemerintahan yaitu: Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Sumber Daya Manusia,
Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi.

Menurut Karsana dan Suaryana (2017) dalam penelitiannya menyebutkan
bahwa Standar Akuntansi Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Sistem
Pengendalian Intern, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pada
laporan keuangan pemerintahan.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, penulis mengambil Standar
Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern sebagai variabel independen dari

penelitian ini.

2.1.2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2.1.2.1. Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan

standar akuntansi pemerintahan (PSAP). PSAP merupakan SAP yang diberi nomor,
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judul, isi, dan tanggal berlaku. Berikut ini beberapa pengertian standar akuntansi
pemerintah menurut para ahli.

Dalibas, dkk (2015, 8) menyatakan bahwa: “Standar Akuntansi Pemerintah
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah”.

Selanjutnya menurut Bastian (2011, 138) menjelaskan pengertian Standar
Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut : “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang
mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan
pemerintah di Indonesia”.

Hal senada dikatakan Siregar (2015, 72) bahwa: “Standar Akuntansi
Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan pemerintah”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi
Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan dalam menyusun

penyajian laporan keuangan pemerintah.

2.1.2.2. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, termasuk pemerintah desa.
Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan
keuangan di pemerintah daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan
dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan jugaterwujudnya

transparansi, serta akuntabilitas.
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Menurut Adhi, dkk (2013) tujuan standar akuntansi pemerintahan adalah
menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi keuangan yang
terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders.

Selanjutnya menurut Darise (2008, 39), “Standar akuntansi pemerintahan
digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya
meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan”.

Adapun menurut Bastian (2011, 138) SAP bertujuan “Meningkatkan
akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah”.

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan oleh kedua ahli di atas dapat
disimpulkan bahwa tujuan SAP adalah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan
keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk

meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.

2.1.2.3. Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Siregar (2015, 79), Tanjung (2015, 82), dan PP No 71 Tahun 2010,
indikator standar akuntansi pemerintah yaitu : PSAP 1 Penyajian Laporan
Keuangan, PSAP 2 Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 3 Laporan Arus Kas, PSAP
4 Catatan Atas Laporan Keuangan, PSAP 5 Akuntansi Persediaan, PSAP 6
Akuntansi Investasi, PSAP 7 Akuntansi Aset Tetap, PSAP 8 Akuntansi Konstruksi
dalam Pengerjaan, PSAP 9 Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 Koreksi Kesalahan,
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang

tidak dilanjutkan, PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi.
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Menurut Mursyidi (2013, 48) indikator standar akuntansi pemerintahan
sebagai berikut : Basis Akuntansi, Prinsip Nilai Historis, Prinsip Realisasi, Prinsip
Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form), Prinsip Perioditas,
Prinsip Konsistensi, Prinsip Pengungkapan Lengkap, Prinsip Penyajian Wajar.

Berdasarkan uraian diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian
ini mengacu kepada teori menurut Siregar (2015), Tanjung (2015), dan PP No 71
Tahun 2010 yang menyatakan PSAP 1 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 2
Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 3 Laporan Arus Kas, PSAP 4 Catatan Atas
Laporan Keuangan, PSAP 5 Akuntansi Persediaan, PSAP 6 Akuntansi Investasi,
PSAP 7 Akuntansi Aset Tetap, PSAP 8 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan,
PSAP 9 Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 Koreksi Kesalahan, PSAP 11 Laporan

Keuangan Konsolidasi.

2.1.3. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

2.1.3.1. Definisi Sistem Pengendalian Intern

Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) dari Treadway
Commision dalam Susanto (2013, 95): “Pengendalian Intern adalah suatu proses
yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang
untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat
dicapai melalui: efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan uang
dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku”.

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset
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organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi
dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 60 Tahun 2008 adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem
pengendalian Intern adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dipengaruhi oleh pemimpin dan seluruh pegawai yang dirancang untuk
memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi berjalan secara efektif dan efisien,
laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

2.1.3.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern
Tujuan dari sistem pengendalian Intern menurut Hasanah, dkk (2016, 131)
sebagai berikut:
1. Untuk melindungi aset (termasuk data) negara.
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal.
4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)

5. Untuk efisiensi dan efektivitas operasi.
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6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan
yang berlaku.

Selanjutnya tujuan pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan
Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai
tentang:

1. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintah negara.

2. Keandalan Pelaporan Keuangan.

3. Pengamanan Aset Negara.

4. Ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan”.

Adapun menurut Mulyadi (2010, 163) tujuan sistem pengendalian intern

adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efesiensi

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern tersebut dapat
dibagimenjadi dua macam: pengendalian intern akuntansi (internal accounting
control) dan pengendalian administratif (internal administrative control).
Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian
intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuranukuran yang
terkoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi yang mengecek

ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian administratif meliputi
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struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama

untuk mendorong efesiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.3.3. Indikator Sistem Pengendalian Intern

Menurut COSO dan Peraturan Pemerintahan No. 60 Tahun 2008

indikator untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pengaruh Sistem Pengendalian

Intern sebagai acuan mengukur kualitas laporan keuangan pemerintahan sebagai

berikut :

1.

A control environment (lingkungan pengendalian)

Merupakan komponen terpenting karena membentuk budaya dan perilaku
manusia menjadi lebih sadar akan pentingnya pengendalian.

Risk assessment (penaksiran resiko)

Merupakan pengidentifikasian dan penganalisisan terhadap risiko yang dapat
terjadi dalam pencapaian tujuan entitas, yang akan membentuk dasar untuk
membentuk dasar untuk menjabarkan bagaimana suatu risiko dikelola dengan
baik. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko.

Control activities (kegiatan pengendalian)

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu untuk memastikan arahan-

arahan dari pihak manajemen dipatuhi dan dilaksanakan.

. Information and communication (informasi dan komunikasi)

Merupakan komponen yang menghubungkan komponen lainnya, sehingga

semua komponen tersebut memiliki hubungan yang integral.

. Monitoring (pemantauan)

Pemantauan adalah usaha berkelanjutan untuk meyakinkan bahwa setiap gerak

organisasi secara sinergis sedang mengarah kepada usaha pencapaian tujuan.
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2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kota Medan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu

penelitian yang berbeda, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 2.1
Penelitian Terdahulu
Nama Judul . Model . . .
No. Peneliti Penelitian Variabel Analisi Hasil Pencitian
1. | (Maydiyanti | Faktor- Independen: Analisi Hasil pengujian hipotesis
et al., 2020) | Faktor Standar deskriptif | adalah penerapan standar
Yang akuntansi Kualitas akuntansi  pemerintah,
Mempenga | pemerintah laporan penerapan sistem
ruhi (sap), sistem | keuangan. | akuntansi keuangan
Kualitas akuntansi daerah, dan penerapan
Laporan keuangan daerah sistem pengendalian
Keuangan | (sakd), dan intern pemerintah
Pemerintah | sistem mempunyai pengaruh
Daerah pengendalian positif dan signifikan
Kota intern terhadap kualitas laporan
Pekanbaru | pemerintah keuangan pemerintah
(spip), teknologi daerah. Sedangkan
informasi  dan pemanfaatan  teknologi
kompetensi informasi dan
sumber daya kompetensi sumber daya
manusia (sdm). manusia tidak
Dependen: berpengaruh terhadap
Kualitas laporan kualitas laporan
keuangan. keuangan pemerintah
daerah.
3. | (Agung & ., | Analisis Independen : pendekatan | Hasil penelitian
2018) Faktor- gaya kuantitatif | menunjukkan bahwa
Faktor kepemimpinan, | berbentuk | gaya kepemimpinan,
yang kompetensi asosiatif. kompetensi sumber daya
Mempenga | sumber daya manusia, sistem
ruhi manusia, sistem pengendalian  internal,
Kualitas pengendalian komitmen organisasi dan
Laporan internal, pemanfaatan  teknologi

Keuangan | komitmen
Pemerintah | organisasi dan
Daerah pemanfaatan
Kabupaten | teknologi
Karangase | informasi.

informasi  berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap kualitas laporan
keuangan Pemerintah
Daerah

m Dependen :
Kualitas laporan
keuangan
4. | (Karsana & | Pengaruh Independen : penelitian | Berdasarkan hasil
Suaryana, Efektivitas | standar kuantitatif | analisis, penelitian ini
2017) Penerapan akuntansi yang menunjukkan bahwa
Sap, .| keuangan, berbentuk | efektivitas  penerapan
Kompetensi .. .
Sdm.  Dan sumber daya | asosiatif standar akuntansi
Spi’ Pada rr'lqnusia, dan dengar'l tipe pemerintahan,
sisitem kausalitas, | kompetensi sumber daya
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Nama Judul . Model . ..
No. Peneliti Penelitian Variabel Analisi Hasil Peneitian
Kualitas pengendalian analisis manusia, dan sistem
Laporan intern. regresi pengendalian intern
Keuangan Dependen : linier berpengaruh positif pada
Pemerintah | \,aitas laporan | berganda. kualitas laporan
Kabupaten keuangan keuangan
Bangli & gan.
5. | (Susanto et | Factors Independen : The The results of this study
al., 2021) Affecting Government research indicate that The application
the .Quah.ty Accounting approach of SAP affects the quality of
of Financial | Standards (SAP), uses an financial ~ reports,  The
Reports in | quality of human . quality of human resources
associative .
the resources  (HR), affects the quality of
Government | Government's approach, financial ~ reports,  The
of Langkat | Internal  Control by  using application of SPIP affects
Regency System  (SPIP), the the quality of financial
information purposive reports, Mastery and
technology (IT), sampling utilization of IT affect the
Regional Property | method. quality of financial
Management statements, BMD
(BMD). management affects the
Dependen : quality of financial reports
Kualitas laporan
keuangan
6. | (Mahartini et | Pengaruh Independen : metode Hasil  penelitian  ini
al., 2021) Penerapan standar non- menunjukkan bahwa
Standar akuntansi probability | penerapan standar
Akuntgns1 pemerintahan, sampling, akuntansi pemerintahan
Pemerintaha . .. . .
. sistem analisis dan sistem pengendalian
n, Sistem . . . .
Pengendalia pengendahan regresi intern tidak berpengaruh
n  Intern, | intern, dan | linier terhadap kualitas laporan
Dan Sistem | Sistem informasi | berganda keuangan. Sedangkan
Informasi akuntansi variabel sistem informasi
Akuntansi Dependen : akuntansi  berpengaruh
Terhadap Kualitas laporan positif terhadap kualitas
Kualitas keuangan laporan keuangan.
Laporan
Keuangan
Pada
Pemerintah
Kabupaten
Karangasem
7. | (Wahyuni et | The Independen : using Based on the test results,
al., 2019) influence of | Internal control | quantitativ | the hypothesis in this
the system of | e data | study are as follows:
government goverment, dan | analysis The internal control
s internal o ere
control avaibility of | and . The §ystem of governm(?nt
system and budget. samphng 1nﬂuence. on the quality
the Dependen : technique | of financial statement.
availability | Quality of | used was | The availability of the
of budgets | financial saturated budget does not have an
on the | statement samples. effect on the quality of
quality  of financial statement.
financial Simultaneously, the
statement system of internal control
(case study U
: and the availability of
in local
government governmen.t budget affect
s in North the quality of the

Sumatra)

financial report.
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2.3. Kerangka Konsepual

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu
standar akuntansi dan pengendaian intern. Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Sebagaimana yang tercantum
dalam UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32
tahuun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan
keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Mahsum,
2006, 42).

Kemudian, Sistem Pengendalian Intern merupakan salah satu upaya
dalam meminimalisir asimetri informasi dengan cara monitoring cost. Sistem
Pengendalian Intern dirancang memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang
memadai untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi
terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Pemerintah Daerah
menerapkan sistem pengendalian intern akan mampu meningkatkan reliabilitas,
objektivitas informasi, dan mencegah inkonsistensi. Dengan demikian, dengan
melakukan pengendalian intern yang baik maka akan dapat membantu menyusun
laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik maka diharapkan
dalam proses pembuatan laporan keuangan pihak pemerintahan setiap daerah,
untuk melakukan segala upaya dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan

dan pengendalian intern.
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1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) dan laporan keuangan Pemerintah (LKPD) dalam rangka
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, sehingga
SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rahmawati, dkk, 2018).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan salah satu upaya
untuk mengurangi asimetri informasi dengan cara bonding cost, yang dapat
mengurangi kesalahan maupun kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah,
sehingga Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa dalam menyusun laporan
keuangan harus sesuai dengan SAP. Dengan demikian dengan menerapkan standar
akuntansi pemerintah yang baik maka dapat meminimalisir terjadinya asimetri
informasi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi berkualitas.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maydiyanti, dkk
(2020), Andi Kusnadi, dkk (2022), Susanto, dkk (2021), Karsana dan Suarana
(2017), serta Sihite dan Holiawati (2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa
penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh
eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas, dan segenap personel) yang didesain

untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan
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yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang
berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Bastian, 2011).

Sistem Pengendalian Intern merupakan salah satu upaya dalam
meminimalisir asimetri informasi dengan cara monitoring cost dan dirancang
memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya
efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan
keandalan laporan keuangan. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pengendalian
intern akan mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan
mencegah inkonsistensi. Dengan demikian, dengan melakukan pengendalian intern
yang baik maka akan dapat membantu menyusun laporan keuangan yang
berkualitas.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah, dkk
(2019), Suratman, dkk (2022), Holle, dkk (2019), Maydiyanti, dkk (2020), dan
Agung dan Gayatri (2018) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian intern
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibentuk kerangka berpikir

sebagai berikut :

Standar
Akuntansi
Pemerintahan

(SAP)

Kualitas
Laporan
Keuangan

Sistem
Pengendalian
Intern (SPI)

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
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2.4. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang
kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh
melalui tinjauan pustaka (Martono, 2015). Berdasarkan kerangka konseptual, maka
dapat ditarik hipotesis bahwa :

1. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan
Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Medan.
2. Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Medan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif
dengan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan asosiatif. Menurut Juliandi,
dkk (2014) bahwa pendekatan asosiatif adalah suatu pendekatan dimana untuk
mengkaji bagaimana suatu variabel memiliki keterkaitan atau mengetahui bahwa
adanya hubungan atau pengaruh diantara kedua variabel (variable bebas dan
variabel terikat).

Penelitian ini relevan dengan metode kauntitatif dan pendekatan asosiatif,
karena penelitian ini berfokus pada intrumen atau alat ukur, dan penelitian ini
bertujuan mengkaji bagaimana suatu variabel memiliki pengaruh diantara dua atau

lebih variabel.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pedoman dimana dalam mengukur atau
menguji suatu variabel sehingga dapat diekatui secara signifikan variabel yang
digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua variabel
independen dan satu variabel dependen. Untuk memudahkan serta mengarahkan
penelitian ini, maka diperlukan definisi operasional variabel-variabel yang akan

diteliti sebagai berikut:

26
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Table 3.1
Definisi Operasional
Variabel Definisi Indikator Skala
Pengukuran
Variabel Dependen
Kualitas Laporan | Menurut ~ Halim (2007), | 1. Dapat
Keuangan laporan  keuangan  daerah Dipahami
merupakan informasi yang | 2. Relevan
memuat data berbagai elemen | 3. Andal Ordinal
struktur kekayaan dan finansial | 4. Dapat
yang merupakan pencerminan Dibandingkan
hasil aktivitas tertentu.
Variabel Independen
Standar Akuntansi | SAP  merupakan  prinsip- | 1. Laporan
Pemerintahan prinsip akuntansi yang Keuangan
(SAP) diterapkan dalam menyusun | 2. Laporan
dan  menyajikan  laporan Realisasi
keuangan pemerintah, Anggaran
sehingga SAP merupakan | 3. Laporan Arus
persyaratan yang mempunyai Kas
kekuatan hukum untuk | 4. Catatan Atas
meningkatkan kualitas laporan Laporan
keuangan (Rahmawati, dkk Keuangan
2018). 5. Akuntansi
Persediaan
6. Akuntansi
Investasi Ordinal
7. Akuntansi
Aset Tetap
8. Akuntansi
Konstruksi
dalam
Pengerjaan
9. Akuntansi
Kewajiban
10. Koreksi
Kesalahan.
11. Laporan
Keuangan
Konsolidasi
Sistem Sistem pengendalian intern | 1. Lingkungan
Pengendalian adalah suatu proses yang Pengendalian
Intern (SPI) dijalankan  oleh  eksekutif | 2. Penaksiran
(kepala daerah, instansi atau Resiko
dinas, dan segenap personel) | 3. Kegiatan
yang didesain untuk Pengendalian
memberikan keyakinan | 4. Informasi dan .
. . o Ordinal
memadai tentang pencapaian Komunikasi
tiga golongan tujuan yaitu | 5. Pemantauan

keandalan laporan keuangan,
kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku, serta
efektivitas dan efisiensi operasi
(Bastian, 2011).
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3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

A. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau
disebut juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbentuk Kedinasan
pada Pemerintah Kota Medan, berjumlah 19 (sembilan belas) OPD.
B. Waktu Penelitian

Table 3.2

Rincian Waktu Penelitian
Desember | Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus

2
o

Kegiatan

Pengajuan Judul

Pra Riset
Penyusunan Proposal
Bimbingan Proposal

Seminar Proposal
Riset

Penulisan Skripsi
Bimbingan Skripsi
Sidang Meja Hijau

LY=T -0 B s ) W VSN LS S

3.4. Populasi dan Sampel
A. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Satuan Kerja Perangkat
daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan yang berbentuk Kedinasan yang
tergabung pada Bagian Keuangan yang berjumlah 19 Dinas dikali 3 orang, sehingga

populasi berjumlah 57 orang.

Table 3.3
Populasi dan Sampel Penelitian SKPD di Kota Medan
No. Dinas
1. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan
2. | Dinas Kesehatan Kota Medan
3. | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan
4. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan
5. | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan
6. | Dinas Sosial Kota Medan
7. | Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kota Medan
8. | Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan
9. | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Medan
10. | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan
11. | Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
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No. Dinas

12. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

13. | Dinas Perhubungan Kota Medan

14. | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

15. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

16. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah , Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan
17. | Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

18. | Dinas Parawisata Kota Medan

19. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan

Sumber : Badan Penelitian dan pengembangan kota Medan

B. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Penulis menggunakan model non probability
sampling atau sampling jenuh yaitu penyebaran kuesioner kepada dua orang bagian
keuangan di 19 (sembilan belas) kedinasan Kota Medan, dengan total 57 kuesioner

yang dibagikan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunaan data primer, yaitu data yang
dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsug dari tempat objek penelitian
dilakukan. Tujuan dari teknik pengumpulan data pada penelitian yaitu untuk
memperoleh data yang akan digunakan sebagai pengukuran terhadap variabel
dimasa yang akan atang. Pengumpulan data menggunakan metode kuisioner yang
didistribusikan oleh peneliti kepada responden secara langsung.
1. Kuesioner

Kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden
untuk dijawabnya. Para pegawai atau responden diobjek penelitian yaitu: pegawai
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Medan yang hasilnya

merupakan data tertulis yang didapat dari pegawai tanpa tekanan dari pihak lain
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dengan menggunakan skala likert dengan bentuk cheklist, dimana setiap pertanyaan
mempunyai 5 (Lima) opsi, yaitu:

Table 3.4
Skala Likert
Pertanyaan Bobot
- Sangat Baik 5
- Baik
- Cukup Baik
- Kurang Baik

- Tidak Baik
Sumber : (Sugiyono, 2018)

—_— N W |

Sebelum melakukan pengumpulan data, seluruh kuesioner harus dilakukan
uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian ini dilakukan pada pegawai pemerintah
kota medan sebanyak 30 orang.

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau
kemahiran suatu instrument pertanyaan sebagai alat ukur variabel penelitian

Juliandi, et al. (2014). Berikut rumus menguji validitas adalah sebagai berikut:

B ny XY-% X>»Y

r X\I' o vl |I " vi
\'/”Z X = (Z X]' .\;'nz}" - (Z Y}
Keterangan :
r = Koefisien korelasi antara variabel (X) dan variabel (Y)
n = Banyaknya pasangan pengamatan
X = Jumlah pengamatan variabel X
Xy = Jumlah pengamatan variabel Y

(2x?) = Jumlah kuadrat pengamatan variabel X
(Zy?) = Jumlah kuadrat pengamatan variabel Y
(Zx)? = Kuadrat jumlah pengamatan variabel X
(Zy)* = Kuadrat jumlah pengamatan variabel Y
(2x y) = Jumlah hasil kali variabel X dan'Y

Menurut Juliandi et al. (2014) uji signifikansi dilakukan membandingkan
nilai r ping dengan r wabel. Jika r hiwng lebih besar dari r et dan nilai positif maka

butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Dengan cara lain
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yaitu dilihat dari nilai sig (2 tailed) dan membandingkan dengan taraf signifikan (o)
yang ditentukan peneliti. Bila nilai Sig (2 tailed) < 0,05 maka butir instrumen valid,
jika nilai Sig (2 tailed) > 0,05 maka butir instrumen tidak valid.

Table 3.5
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuagan (YY)

Item Pernyataan Nilai korelasi | Probabilitas | Keterangan
R1 0,393 >0,361 | 0,032 <0,05 Valid
R2 0,499 > 0,361 0,005 < 0,05 Valid
. DDI | 0,442 >0,361 0,014 < 0,05 Valid
I‘f:;(‘)‘rt:; DD2 | 0.451>0361 | 0,012 <0,05 Valid
Keuangan (Y) ADL1 | 0,695>0,361 0,000 < 0,05 Val¥d
ADL2 | 0,622 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid
DDHI | 0,599 > 0,361 0,001 < 0,05 Valid
DDH2 | 0,493 >0,361 0,006 < 0,05 Valid

Sumber : SPSS 21

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan

terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

Table 3.6
Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan SAP (X1)
Item Pernyataan Nilai Korelasi | Probabilitas | Keterangan
LK1 0,617 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid
LK2 0,623 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid
LRAI | 0,504 > 0,361 0,004 < 0,05 Valid
LRA2 | 0,570> 0,361 0,001 < 0,05 Valid
LAKI1 | 0,463 >0,361 0,010 < 0,05 Valid
LAK2 | 0,367 > 0,361 0,033 < 0,05 Valid
CalLK1 | 0,643 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid
CaLK2 | 0,627 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid
P11 0,692 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid
P2 0,537 > 0,361 0,002 < 0,05 Valid
Penerapan 11 0,552 > 0,361 0,002 < 0,05 Valid
SAP (X1) 12 0,590 > 0,361 0,001 <0,05 Valid
ATl 0,386 > 0,361 0,035 < 0,05 Valid
AT2 0,472 > 0,361 0,008 < 0,05 Valid
AKPI | 0,432 > 0,361 0,017 <0,05 Valid
AKP2 | 0,418 > 0,361 0,021 <0,05 Valid
AK1 0,462 > 0,361 0,010 <0,05 Valid
AK2 | 0,571 > 0,361 0,001 <0,05 Valid
KK1 0,508 > 0,361 0,004 < 0,05 Valid
KK2 | 0,392 > 0,361 0,038 < 0,05 Valid
LKKI1 | 0,475 > 0,361 0,008 < 0,05 Valid
LKK2 | 0,540 > 0,361 0,002 < 0,05 Valid

Sumber : SPSS 21

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan

terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.
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Table 3.7
Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Pengendalian Intern (X2)
Item Pernyataan Nilai korelasi Probabilitas | Keterangan
LP1 0,508 > 0,361 0,004 < 0,05 Valid
LP2 | 0,762 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid
PR1 | 0,522>0,361 0,003 < 0,05 Valid
PR2 | 0,700> 0,361 0,000 < 0,05 Valid
Pengendalian | KPI 0,502 > 0,361 0,005 < 0,05 Valid
Intern (X2) KP2 | 0,475>0,361 0,008 < 0,05 Valid
IK1 0,522 > 0,361 0,003 < 0,05 Valid
IK2 | 0,493 >0,361 0,006 < 0,05 Valid
PMT1 | 0,605 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid
PMT2 | 0,377>0,361 | 0,042 <0,05 Valid

Sumber : SPSS 21

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan
terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

Uji reabilitas sebagai alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan
indikator dari variabel atau konstruk. Menurut Juliandi et al. (2014) Pengujian ini

dilakukan untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang

H= (kﬁ_l) (1 i 20?2)

handal dan dapat dipercaya.

Keterangan:
Ri : Reliabilitas instrumen
cl?  : Varians Total
k : Banyaknya butir pertanyaan
Yob? : Jumlah varians butir
Table 3.8
Hasil Uji Reabilitas
Variabel Cronbach Alpha R Tabel Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan (Y) 0,877 Reliabel
Penerapan SAP (X1) 0,838 0,60 Reliabel
Penerapan Pengendalian Intern (X2) 0,769 Reliabel

Sumber : SPSS 21

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai reliabilitas instrument
menunjukkan tingkat reliabilitas instrument penelitian sudah memadai karena

semua variabel > 0,60. Dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dari setiap
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variabel sudah menjelaskan atau memberikan gambaran tentang variabel yang

diteliti atau dengan kata lain instrument adalah reliabel atau terpercaya.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SEM
dengan PLS merupakan suatu teknik alternatif pada analisis SEM berbasis varian
dan memiliki keunggulan bahwa metode tersebut dapat diestimasi dengan sampel
dalam jumlah yang sedikit. Penelitian ini menggunakan bantuan software SmartPLS

yang dibangun dengan tujuan mengukur persamaan struktural yang berbasis varian.

3.6.1. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran (outer model) bertujuan untuk mengukur validitas suatu
variabel dengan indikator dengan dua cara, yaitu nilai dari Convergent Validity dan
nilai dari Discriminant Validity.

1. Convergent Validity

Tujuan dalam melakukan pengukuran ini untuk mengetahui apakah terdapat
hubungan atau pengaruh antara indikator dan variabel dengan konstruk yang
mendasarinya dan mengetahui apakah suatu indikator bersifat valid atau
sebaliknya. Menurut Yamin dan Kurniawan (2011), tahap awal pengukuran jika
menghasilkan nilai loading factor sekitar 0.5-0.6 dalam penelitian maka hasil

tersebut dianggap cukup dan boleh untuk dilanjutkan penelitian.
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2. Discriminant Validity

Pengukuran pada tahap ini dapat dilihat menurut nilai Cross Loading dalam
mengukur variabel dalam indikator. Jika korelasi antar indikator dengan
konstruknya lebih tinggi dari korelasi dengan blok lainnya, hal ini menunjukkan
konstuk tersebut memprediksi ukuran pada blok tersebut lebih tinggi dari korelasi
dengan blok lainnya.
3. Construct Reliability and Validity

Pengujian ini dilakukan untuk menguji reliabilitas sekumpulan indikator
dalam mengukur variabel yang diukurnya. Nilai yang dilihat adalah nilai composite
reliability dan cornbach’s alpha yang diperoleh dai hasil estimasi SmartPLS. Nilai

yang direkomendasikan adalah > 0.70.

3.6.2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Inner Model adalah inner relation yang lebih sering disebut evaluasi model
struktural yang memiliki definisi mengenai penjelasan pengaruh antara variabel
laten pada sebuah model dibangun sesuai pada isi penelitian.

1. R-Square (R?)

Pengukuran digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh nilai R-Squares
terhadap hubungan antara variabel bebas (eksogen) terhadap wvariabel terikat
(endogen) merupakan tujuan dari pengukuran ini. Disimpulkan bahwa terdapat
kriteria pada nilai R-Square yaitu 0.75, 0.50, 0.25 berarti dari kriteria tersebut dapat
dikatakan nilai tersebut memiliki model kuat, sedang dan lemah (Hair et al., 2011).
2. F-Square

Pengukuran F-Square atau f° effect size adalah ukuran yang baik digunakan

untuk menilai dampak reative dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen)
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terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Pengukuran f° (f-square) disebut
juga efek perubahan R’. Artinya, perubahan nilai R’ saat variabel eksogen tertentu
dihilangkan dari model, akan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel
yang dihilangkan memiliki dampak substansif pada konstruk endogen (Juliandi,
Structural equatuion model based partial least square (SEM-PLS): Menggunakan
SmartPLS, 2018).

Kriteria F-Square menurut Juliandi (2018) adalah sebagai berikut: jika nilai
f* adalah 0.02, 0.15, 0.35 berarti kriteria nilai tersebut dapat dikatakan memiliki
efek kecil, sedang, besar.
3. Estimasi Path Coefficient

Path Coefficient yang bertujuan untuk menguji apakah sebuah variabel
memiliki arah hubungan positif atau negatif terhadap variabel lainnya. Batasan nilai
pada pengujian Path Coefficient, jika nilai Path Coefficient > 0, maka hubungan
variabel positif terhadap variabel lainnya. Sebaliknya, jika Path Coefficient < 0,
maka hubungan variabel negatif.
4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan nilai path coeffiecients, nilai-nilai dalam
t-tabel dengan t-statistik, dan nilai p-value yang dihasilkan dari prosedur
bootstrapping pada software smartPLS. Untuk pengujian hipotesis menggunakan
nilai path coeffiecients maka nilai original sample > 0, nilai statistik maka untuk
alpa 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96 maka t-statistik > 1,96, dan

nilai p-value < 0.05.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Data

Penelitan ini dilakukan pada Organisasi Perangat Daerah (OPD) yang
berbentuk Kedinasan pada Pemerintah Kota Medan, berjumlah 19 (sembilan belas)
OPD. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengolahan data dalam berupa
kuesioner, dimana setiap variabel memiliki indikator dan masing-masing indikator
memiliki 2 pernyataan. Variabel standar akuntansi pemerintahan (Xi) yang
memiliki 11 (sebelas) indikator yaitu laporan keuangan, laporan realisasi
anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan,
akuntansi investasi, akuntansi aset tetap, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan,
akuntansi kewajiban, koreksi kesalahan, dan laporan keuangan konsolidasi.
Variabel pengendalian intern (X2) yang memiliki 5 indikator yaitu lingkungan
pengendalian, penaksiran resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi, dan pemantauan. Variabel laporan keuangan (Y) yang memiliki 5
indikator yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Kuesioner
ini diberikan kepada 57 responden pada 19 OPD Kedinasan Kota Medan, dimana
setiap kedinasan disebarkan 3 kuesioner pada bagian keuangan sebagai sampel

penelitian dengan menggunakan skala likert.
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4.1.1. Tingkat Pengembalian Angket
Adapun kuesioner yang disebarkan adalah sebanyak 57 kuesioner dengan rincian
setiap Organisasi Perangkat Daerah di sebarkan sebanyak 3 kuesioner, dan

kuesioner yang kembali atau diisi sejumlah 40 kuesioner.

Table 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner
No. Keterangan Jumlah | Persentase (%)
1. Kuesioner disebar 57 100.00%
2. Kuesioner yang tidak kembali (17) (29.82%)
3 Kuesioner terisi 40 70.18%

Sumber : Data Diolah, 2023

4.1.2. Identitas Responden

Untuk mengetahui identitas responden maka dapat dilihat dari karakteristik
responden berikut ini:
1. Jenis Kelamin Responden

Data responden berdasarkan jenis kelamin dapat dijelaskan dalam tabel

berikut:
Table 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)
1. Laki-laki 17 42,50%
2. Perempuan 23 57,50%
Jumlah 40 100,00%

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 40 responden yang diteliti, responden
yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang (42,50%), sedangkan responden
yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 23 orang (57,50%).

2. Usia
Data responden berdasarkan usia dapat dijelaskan dalam tabel sebagai

berikut:



Table 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No. Usia Frekuensi Persentase (%)
1. <25 8 20,00%
2. 26-30 20 50,00%
3. 31-35 8 20,00%
4. >36 4 10,00%
Jumlah 40 100,00%
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Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 40 responden yang diteliti, responden
yang berusia < 25 tahun adalah sebanyak 8 orang (20,00%). Responden yang
berusia 26-30 tahun adalah sebanyak 20 orang (50,00%). Responden yang berusia
31-35 tahun adalah sebanyak 8 orang (20,00%). Responden yang berusia > 36
adalah sebanyak 4 orang (10,00%).

3. Tingkat Pendidikan

Data responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan dalam

tabel berikut:
Table 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%)

1. SMA 4 10,00%
2. D3 9 22,50%
3. S1 17 42,50%
4. S2 10 25,00%

Jumlah 40 100,00%

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 40 responden yang diteliti, responden
dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 4 orang (10,00%). Responden dengan
tingkat pendidikan D3 sebanyak 9 orang (22,50%). Responden dengan tingkat
pendidikan S1 sebanyak 17 orang (42,50%). Responden dengan tingkat pendidikan

S2 sebanyak 10 orang (25,00%).
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4. Masa Kerja

Data responden berdasarkan masa kerja dapat dijelaskan dalam tabel

berikut:
Table 4.5
Responden Berdasarkan Masa Kerja

No. Masa Kerja Frekuensi Persentase (%)

1. < 3 tahun 23 57,50%

2. 3-5 tahun 9 22,50%

3. > 5 tahun 8 20,00%

Jumlah 40 100,00%

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 40 responden yang diteliti, responden
dengan masa kerja < 3 tahun sebanyak 23 orang (57,50%). Responden dengan masa
kerja 3-5 tahun sebanyak 9 orang (22,50%). Responden dengan masa kerja > 5

tahun sebanyak 8 orang (20,00%).

4.1.3. Analisis Variabel Penelitian

Skala pengukuran berupa interval kelas dibutuhkan pada deskripsi variabel
penelitian untuk menyajikan hasil gabungan dari seluruh tanggapan responden
melalui penyebarankuesioner yang telah dilakukan.Terdapat skala kriteria jawaban
dari responden melalui perhitungan interval kelas adalah 2.33, 3.67, 5.00 berarti
kriteria nilai tersebut dapat dikatakan rendah, sedang dan tinggi.
4.1.2.1. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Dalam penelitian ini, varibel Kualitas Laporan Keuangan Diukur dengan 4
indikator antara lain 1) Dapat dipahami, 2) Relevan, 3) Keandalan, dan 4) Dapat
Dibandingkan. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor

yaitu 1 (Tidak Baik), 2 (Kurang Baik), 3 (Cukup Baik), 4 (Baik) dan 5 (Sangat
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Baik). Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel kualitas laporan

keuangan yang dirangkum pada tabel berikut:

Table 4.6

Deskripsi Jawaban Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Tanggapan Responden
No. Pernyataan SB B CB | KB | TB | Total | Mean | Kategori
F F F F F
Relevan 4,51 Tinggi
Laporan keuangan mengandung Informasi
yang memungkinkan pengguna untuk
1 menegaskan atau mengoreksi kejadian 2 15 3 0 0 40 4,48 Tinggi
mereka di masa lalu .
Persentase (%) 55.0 | 37.5 7.5 0.0 | 0.0 100
Informasi akuntansi keuangan pemerintah
dlsaJ1kar} selengkap mungk}n, mencakup 2 17 1 0 0 40 o
2 | semua informasi akuntansi yang dapat 4,53 Tinggi
mempengaruhi pengambilan keputusan.
Perentase (%) 55.0 | 425 | 2.5 0.0 | 0.0 100
Dapat Dibandingkan 4,28 Tinggi
Laporan keuangan mengandung informasi
yang dapat membantu pengguna untuk
memprediksi masa yang akan datan 17 22 1 0 0 40 L
3 berdagarkan hasil mas}; laglu dan kejadiat% 4,40 Tinggi
masa.
Perentase (%) 425 | 55.0 | 2.5 0.0 | 0.0 100
Laporan keuangan yang dihasilkan berisi
4 informasi yang dapat menggambarkan | 12 22 6 0 0 40 4,15 Tinggi
keuangan masa lalu.
Perentase (%) 30.0 | 55.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 100
Andal 4,28 Tinggi
Laporap Keuangan menyajikan setiap fakta 13 18 4 0 0 40 o
5 secara jujur. 4,35 Tinggi
Perentase (%) 45.0 | 45.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 100
Laporan Keuangan dapat diverifikasi. 19 13 5 3 0 40 L
6 perentase (%) 475 | 325 | 125 | 75 | 00 | 100 | +?° Tinggi
Dapat Dipahami 4,43 Tinggi
Informasi yang Fhsapkap dalam laporan 25 1 4 0 0 40 o
7 | keuangan dapat dipahami oleh pengguna. 4,53 Tinggi
Perentase (%) 62.5 | 27.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 100
Informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan dinyatakan dalam bentuk serta
8 | istilah yang dapat di mengerti oleh 17 19 4 0 0 40 4,33 Tinggi
pengguna atau pihak yang berkepentingan.
Perentase (%) 42.5 | 475 | 10.0 | 0.0 | 0.0 100
Rata-rata 4,37 Tinggi

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, maka diketahui variabel Y memiliki rata-rata

yang tinggi senilai 4.37. Dengan persentase jawaban responden sebagai berikut:
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Gambar 4.1
Diagram Kualitas Laporan Keuangan
1% pog

‘ m SB
mB
= CB
m KB
mTB

Dari diagram diatas dapat dilihat persentase tanggapan responden pada
pernyataan di variabel kualitas laporan keuangan dengan katagori Sangat Baik 47%,
Baik 43%, Cukup Baik 9%, Kurang Baik 1%, dan Tidak Baik 0%.
4.1.2.2. Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

Dalam penelitian ini, varibel Standar Akuntansi Pemerintahan diukur
dengan 11 indikator antara lain 1) Laporan Keuangan 2) Laporan Realisasi
Anggaran 3) Laporan Arus Kas 4) Catatan Atas Laporan Keuangan 5) Akuntansi
Persediaan 6) Akuntansi Investasi 7) Akuntansi Aset Tetap 8) Akuntansi Konstruksi
Dalam Pengerjaan 9) Akuntansi Kewajiban 10) Koreksi Kesalahan 11) Laporan
Keuangan Konsolidasi. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5
skor yaitu 1 (Tidak Baik), 2 (Kurang Baik), 3 (Cukup Baik), 4 (Baik) dan 5 (Sangat
Baik). Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel standar akuntansi

pemerintahan yang dirangkum pada tabel berikut:



Table 4.7

Deskripsi Jawaban Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan
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Tanggapan Responden
No. Pernyataan SB B CB | KB | TB | Total | Mean Kategori
F F F F F
Laporan Keuangan 4,52 Tinggi
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
adalah prinsip — prinsip akuntansi yang
1 diterapkan ~ dalam  menyusun  dan 24 15 ! 0 0 40 4,58 Tinggi
menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Perentase (%) 60.0 | 37.5 | 2.5 0.0 | 0.0 100
Dalam menyusun laporan keuangan
) instansi ini menerapkan Standar Akuntansi | 22 14 4 0 0 40 4.45 Tineei
Pemerintahan (SAP) ’ nest
Perentase (%) 55.0 | 35.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 100
Laporan Realisasi Anggaran 4,48 Tinggi
Saat ada pengeluaran dari rekening kas,
3 | instansi ini diakui sebagai belanja. 22 17 ! 0 0 40 4,53 Tinggi
Perentase (%) 55.0 | 425 | 25 0.0 | 0.0 100
Penerimaan pembiayaan diakui saat
4 | diterima di rekening kas. 19 19 2 0 0 40 4,43 Tinggi
Perentase (%) 475 1 475 | 5.0 | 0.0 | 0.0 100
Laporan Arus Kas 4,43 Tinggi
Instansi ini menyusun laporan arus kas
sesuai  SAP  yang  diklasifikasikan
5 | berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, 2 14 3 0 0 40 4,50 Tinggi
dan investasi.
Perentase (%) 575 | 350 | 7.5 0.0 | 0.0 100
Instansi ini menggunakan metode l.angsung 19 16 5 0 0 40 o
6 | dalam melaporkan arus kas operasi. 4,35 Tinggi
Perentase (%) 47.5 | 40.0 | 125 | 0.0 | 0.0 100
Catatan Atas Laporan Keuangan 4,38 Tinggi
Instansi ini menyajikan catatan atas laporan
7 | keuangan pada setiap periode pelaporan. 19 20 21 0 0 40 4,45 Tinggi
Perentase (%) 47.5 1 50.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 100
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi
3 penjelasan pos-pos yang ada dalam laporan | 17 18 5 0 0 40 430 Tinggi
keuangan.
Perentase (%) 42.5 | 45.0 | 125 | 0.0 | 0.0 100
Akuntansi Persediaan 4,30 Tinggi
Instansi ini mengakui persediaan pada saat
9 | diterima atau hak milik berpindah. B8 1001 4 s | Ting
Perentase (%) 35.0 | 45.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 100
Pencatatan persediaan dilakukan
10 | berdasarkan inventarisasi fisik. 20 18 2 0 0 40 4,45 Tinggi
Perentase (%) 50.0 | 450 | 5.0 0.0 | 0.0 100
Akuntansi Investasi 4,19 Tinggi
Instansi ini mengakui kas yang dikeluarkan
sebagai investasi setelah memenubhi kriteria 16 19 4 1 0 40
11 | manfaat masa datang dapat diperoleh dan 4,25 Tinggi
nilai investasi dapat diukur.
Perentase (%) 40.0 | 47.5 | 10.0 | 2.5 | 0.0 100
Dinas ini mencatat investasi sebesar biaya 15 16 3 1 0 40
12 | perolehan untuk kepemilikan permanen. 4,13 Tinggi
Perentase (%) 37.5 | 40.0 | 20.0 | 2.5 | 0.0 100
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Aset Tetap 4,25 Tinggi
Instansi ini mengklasikan aset tetap
berdasarkan kesamaan dalam sifat atau | 15 22 3 0 0 40 L
13 f inva dal : entit 4,30 Tinggi
ungsinya dalam operasi entitas.
Perentase (%) 375 | 550 | 75 0.0 | 0.0 100
Instansi ini mencatat aset tetap sebesar
14 | biaya perolehan. 16 16 8 0 0 40 4,20 Tinggi
Perentase (%) 40.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 100
Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan 4,29 Tinggi
Instansi ini mengungkapkan informasi
15 kogstruksi dalam pengerjaan pada akhir | 19 15 5 1 0 40 430 Tinggi
periode akuntansi.
Perentase (%) 47,5 | 375 | 12,5 | 2,5 | 0.0 100
Instansi ini memindahkan konstruksi dalam
engerjaan ke aset tetap jika pekerjaan | 17 18 4 1 0 40 L
16 Eon%trljlksi telah selesai " Perey 4,28 Tinggl
Perentase (%) 425 | 450 | 10,0 | 2,5 | 0.0 100
Akuntansi Kewajiban 4,22 Tinggi
Intansi ini mengakui kewajiban pada saat
17 ﬂana Pinjaman diterima dan/atau pada saat | 16 14 7 3 0 40 4,08 Tingei
ewajiban timbul.
Perentase (%) 40,0 | 350 | 17,5 | 7,5 | 0.0 100
Intansi ini mencatat kewajiban sesuai
18 | dengan nilai nominal. 17 21 ! ! 0 40 4,35 Tinggi
Perentase (%) 42,5 | 52,5 2.5 2,5 1 0.0 100
Koreksi Kesalahan 4,32 Tinggi
Koreksi adalah tindakan pembetulan agar
19 | pos-pos  yang tersaji sesuai dengan | 17 18 5 0 0 40 4,30 Tingei
secharusnya.
Perentase (%) 42,5 | 45,0 | 12,5 | 0.0 | 0.0 100
Intansi ini melakukan koreksi terhadap
20 | kesalahan yang ditemukan. 18 17 > 0 0 40 4,33 Tinggi
Perentase (%) 45,0 | 42,5 | 12,5 | 0.0 | 0.0 100
Laporan Keuangan Konsolidasi 4,30 Tinggi
Instansi ini dapat menyajikan laporan
21 | keuangan Konsolidasi. 16 20 4 0 0 40 4,30 Tinggi
Perentase (%) 40,0 | 50,0 | 10,0 | 0.0 | 0.0 100
Laporan keuangan konsolidasi mencakup
5y | Semua laporan keuangan dari semua entitas | 19 14 17 0 0 40 430 Tinggi
akuntansi.
Perentase (%) 47,5 | 350 | 17,5 | 0.0 | 0.0 100
Rata-rata 4,33 Tinggi

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, maka diketahui variabel X1 memiliki rata-rata

yang tinggi senilai 4.33. Dengan persentase jawaban responden sebagai berikut:
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Gambar 4.2
Diagram Standar Akuntansi Pemerintahan
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Dari diagram diatas dapat dilihat persentase tanggapan responden pada
pernyataan di variabel kualitas laporan keuangan dengan katagori Sangat Baik 45%,
Baik 43%, Cukup Baik 11%, Kurang Baik 1%, dan Tidak Baik 0%.
4.1.2.3. Variabel Pengendalian Intern (X2)

Dalam penelitian ini, varibel Standar Akuntansi Pemerintahan diukur
dengan 11 indikator antara lain 1) Lingkungan Pengendalian 2)Penaksiran Resiko
3) Kegiatan Pengendalian 4) Informasi Dan Komunikasi 5) Pemantauan. Masing-
masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu 1 (Tidak Baik), 2
(Kurang Baik), 3 (Cukup Baik), 4 (Baik) dan 5 (Sangat Baik). Berikut ini
merupakan deskripsi frekuensi dari variabel standar akuntansi pemerintahan yang

dirangkum pada tabel berikut:



Table 4.8

Deskripsi Jawaban Variabel Pengendalian Intern
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Tanggapan Responden
No. Pernyataan SB B CB | KB | TB | Total | Mean Kategori
F F F F F
Lingkungan Pengendalian 4,45 Tinggi
Semua pegawai telah mematuhi kode etik
1 yang dibuat. 22 14 4 0 0 40 4,45 Tinggi
Perentase (%) 55.0 | 35.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 100
Semua pegawai harus memiliki integritas
2 | dan nilainilai etika. 20 18 2 0 0 40 4,45 Tinggi
Perentase (%) 50.0 | 450 | 5.0 | 0.0 | 0.0 100
Penaksiran Resiko 4,30 Tinggi
Didalam instansi harus terdapat upaya
untuk mengidentifikasi, menaksir,
3 menganalisis dan mengendalikan risiko 19 16 3 2 0 40 4,30 Tinggi
internal mauapun eksternal.
Perentase (%) 47.5 1 40.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 100
Instansi ini telah memiliki mekanisme
4 untuk mengantisipasi dan mengatasi risiko | 18 16 6 0 0 40 430 Tinggi
yang muncul.
Perentase (%) 45.0 | 40.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 100
Kegiatan Pengendalia 4,54 Tinggi
Instansi ini memiliki SOP (Standard
Operating  Procedure) untuk  setiap | 25 13 2 0 0 40 L
> aktivitas yang dilakukan. 4,58 Tinggi
Perentase (%) 62.5 | 32.5 5.0 0.0 | 0.0 100
Instansi ini melakukan pengendalian atas
pengelolaan  sistem informasi untuk
6 | memastikan akurasi dan kelengkapan 2 14 3 0 0 40 4,50 Tinggi
informasi.
Perentase (%) 575 1 350 | 7.5 0.0 | 00 100
Informasi dan Komunikasi 4,42 Tinggi
Informasi diidentifikasi dan
7 | dikomunikasikan dengan baik. 20 10 10 0 0 40 4,25 Tinggi
Perentase (%) 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 100
Di dalam instansi Informasi disajikan
8 | dalam bentuk laporan keuangan. 25 13 2 0 0 40 4,58 Tinggi
Perentase (%) 62.5 | 325 | 50 | 0.0 | 0.0 100
Pemantauan 4,54 Tinggi
Instansi ini selalu dievaluasi oleh
9 inspektorat dan BPK terkait laporan | 22 16 2 0 0 40 4,50 Tinggi
keuangan.
Perentase (%) 55.0 | 400 | 5.0 0.0 | 0.0 100
Instansi ini selau melakukan Back Up data
10 | secara rutin. 26 1 3 0 0 40 4,58 Tinggi
Perentase (%) 650 | 27.5 | 75 0.0 | 0.0 100
Rata-rata 4,45 Tinggi

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, maka diketahui variabel X2 memiliki rata-rata

yang tinggi senilai 4.45. Dengan persentase jawaban responden sebagai berikut:
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Gambar 4.3
Diagram Pengendalian Intern

1'}{:-_I 0%

m SB
=B
= CB
m KB
mTB

Dari diagram diatas dapat dilihat persentase tanggapan responden pada
pernyataan di variabel kualitas laporan keuangan dengan katagori Sangat Baik 55%,

Baik 35%, Cukup Baik 9%, Kurang Baik 1%, dan Tidak Baik 0%..

4.2. Analisis Data

4.2.1. Evaluasi Model Pengukuran (Quter Model)

Uji validitas dan uji reliabilitas merupakan dua pengujian pada tahap ini. Uji
validitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah variabel telah memenuhi
syarat untuk melanjutkan penelitian. Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan
keakuratan, konsistensi dan kebenaran alat ukur dalam mengukur variabel pada
setiap item pertanyaan dalam kuesioner penelitian.

Indikator yang merupakan perwujudan dari variabelnya yang digunakan
dalam penelitian ini dalam evaluasi pengujian outer model. Discriminant Validity
merupakan evaluasi pengukuran indikator dalam pengujian outer model yang

digunakan untuk menguji validitas. Nilai loading factor untuk tiap indikator pada
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variabel diperoleh dari pengujian Convergent Validity. Nilai cross loading diperoleh
dari pengujian Discriminant Validity. Cronbach's Alpha dan Composite Reliablity
merupakan 2 evaluasi dalam menguji reliabilitas pada saat pengukuran indikator.
Perhitung dengan cara calculate menggunakan prosedur Path Algorithm dalam

smartPLS bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi dari outer model.

4.2.1.1. Convergent Validity

Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui validitas dari hubungan antara
indikator dan konstruk terhadap variabel yang mendasarinya. Nilai factor loading
yang tinggi menunjukkan bahwa indikator tersebut memang menjelaskan variabel
yang diukur. Menurut Yamin dan Kurniawan (2011) indikator yang memiliki

loading factor antara 0.5-0.6 dapat diterima.

Table 4.9
Outer Loading

Variabel Indikator Outer Loading AVE

LK1 0.720

LK2 0.760

LRAI 0.599

LRA2 0.721

LAKI1 0.504

LAK2 0.353

CalK1 0.776

CalLK2 0.748

Pl 0.809

X1 (Standar P2 0.634
Akuntansi 1 0.752 0.460

Pemerintah) 12 0.739

AT1 0.628

AT?2 0.645

AKP1 0.666

AKP2 0.662

AK1 0.676

AK2 0.806

KK1 0.719

KK2 0.449

LKKI1 0.683

LKK2 0.676

LP1 0.712

X2

. LP2 0.831
(Perllﬁte:rclile;han PRI 0.607 0.514

PR2 0.768
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Variabel Indikator Outer Loading AVE
KP1 0.693
KP2 0.716
1K1 0.663
1K2 0.711
PMTI1 0.790
PMT2 0.649
R1 0.670
R2 0.741
Y (Kualitas bDI 0.762
Laporan DD2 0.714 0.530
Keuangan) ADLI1 0.826
ADL2 0.675
DDHI1 0.666
DDH2 0.755

Indikator yang dieliminasi pada model ini ada 3 yaitu LAK1, LAK2, KK2.
Karena 3 indikator ini memiliki nilai loading factor dibawah 0.50. Ketika 3
indikator tersebut sudah dihapuskan tetapi niai P-Values variabel X2 0.068 diatas
0.05 sehingga dihilangkan salah satu variabel X2 dengan nilai faktor terendah yaitu
PR1. Setelah menghilangkan indikator variabel yang tidak valid dalam model,
selanjutnya model kembali di calculate sehingga menghasilkan nilai outer loading

yang baru dan dapat dilihat pada gambar berikut ini :
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Standardized Loading Factor Inner dan Outer Model
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4.2.1.2. Discriminant Validity

Tahap Discriminant Validity pada penelitian ini terdapat 1 tahap untuk
evaluasi, yaitu membandingkan hubungan antara indikator dari variabel laten
dengan indikator dari variabel laten lainnya. Jika hubungan antara indikator dari
variabel laten lebih besar daripada hubungan dari indikator variabel laten lainnya,
maka terbukti bahwa indikator dari variabel laten lebih dapat menentukan ukuran

blok secara baik daripada variabel laten lainnya.

Table 4.10
Cross Loading
Variabel | X1 X2 Y

LK1 0.742
LK2 0.776
LRA1 | 0.578
LRA2 | 0.713
CalLK1 | 0.782
CalLK2 | 0.764
P1 0.823
P2 0.602

11 0.756

12 0.744
AT1 0.624
AT2 0.647
AKP1 | 0.691
AKP2 | 0.670
AK1 0.692
AK2 0.815
KK1 0.718
LKK1 | 0.668
LKK2 | 0.665

LP1 0.530 | 0.679
LP2 0.732 | 0.853
PR2 0.722 | 0.736
KP1 0.610 | 0.720
KP2 0.504 | 0.700
IK1 0.616 | 0.668
IK2 0.514 | 0.710
PMT1 | 0.645 | 0.808
PMT2 | 0.433 | 0.643
R1 0.492 | 0551 | 0.671
R2 0.546 | 0.710 | 0.742
DD1 0.663 | 0.546 | 0.762
DD2 0.710 | 0.446 | 0.714
ADL1 | 0.714 | 0.682 | 0.827
ADL2 | 0.640 | 0.514 | 0.674
DDH1 | 0.492 | 0.655 | 0.667
DDH2 | 0.492 | 0.655 | 0.667
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Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat bahwa nilai korelasi indikator variabel laten
memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel laten lainnya, maka
dapat dikatakan bahwa indikator dari variabel laten dapat menentukan besarnya

blok bahkan lebih baik dari variabel laten lainnya.

4.2.1.3. Construct Reliability and Validity

Instrumen reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan dua kriteria yaitu
nilai composite reliability dan cronbach's alpha. Penggunaan cronbach’s alpha
cenderung menaksir lebih rendah reliabilitas variabel dibandingkan composite
reliability sehinggga disarankan untuk menggunakan composite reliability
(Haryono, 2017). Sebuah konstruk dapat dikatakan reliabel apabila nilai cronbach's
alpha lebih besar 0,70, sedangkan menurut Ghozali (2005) variabel dikatakan

reliabel jika nilai composite reliability diatas 0,70.

Table 4.11
Construct Validity and Reliability
Variabel Cronbach's | rho_A | Composite | AVE
Alpha Reliability
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 0.900 0.917 ] 0.918 0.508
Pengendalian Intern 0.897 0915 ]0.915 0.549
Kualitas laporan Keuangan 0.915 0.916 | 0.940 0.798

Berdasarkan Tabel 4.11, menunjukkan bahwa semua variabel penelitian
memiliki nilai composite reliability dan cronbach's alpha diatas 0,70. Oleh karena
itu indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini dikatakan reliabel.
Sedangkan untuk menguji validitas menggunakan nilai average variance extracted
(AVE) dengan nilai batas diatas 0,50. Pada tabel 4.11 terlihat bahwa semua variabel
memiliki nilai AVE diatas 0,50. Hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan indikator

dan variabel dinyatakan valid.
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4.2.2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Pengujian inner model merupakan tahap yang dilakukan selanjutnya.
Pengertian Inner Model adalah model yang menjelaskan pengaruh hubungan antara
variabel laten yang dibangun sesuai dengan isi penelitian. Menghitung R-Square,
Path Coefficient, merupakan evaluasi yang terdapat pada tahap evaluasi inner
model.
4.2.2.1. R-Square

Tahap pengujian R-Square memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Terdapat kriteria nilai R-Square
untuk variabel laten dependen (terikat) adalah 0.75, 0.50, 0.25 berarti kriteria nilai
tersebut dapat dikatakan model kuat, sedang dan lemah (Hair et al., 2011).

Table 4.12
Nilai R-Square

Item R-Square
Y (Kualitas Laporan Keuangan) 0.745

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai R-Square memiliki nilai sebesar 0.745,
maka nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah
(X1) dan Pengendalian Intern (X2) berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan
Keuangan (Y) sebesar 74%.
4.2.2.2. F-Square

Pengukuran F-Square dilakukan untuk menilai dampak reative dari suatu
variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi
(endogen). Kriteria F-Square menurut Juliandi (2018) adalah sebagai berikut: jika
nilai /> adalah 0.02, 0.15, 0.35 berarti kriteria nilai tersebut dapat dikatakan

memiliki efek kecil, sedang, besar.



Table 4.13
F-Square

Variabel | X1

X2 Y

X1

0.517

X2

0.096

Y
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Kesimpulan nilai F-Square dapat dilihat pada tabel 4.13 adalah sebagai

berikut: Variabel X1 dan X2 terhadap Y masing-masing memiliki /° = 0.517 dan f°

= 0.096, maka efek yang besar dari variabel eksogen (X1) terhadap endogen (Y)

dan efek yang kecil dari variabel eksogen (X2) terhadap endogen (Y).

4.2.2.3. Path Coefficient

Tahap pengujian Path Coefficient dilakukan untuk menguji apakah sebuah

variabel memiliki arah hubungan positif atau negatif terhadap variabel lainnya.

Terdapat batasan nilai pada pengujian Path Coefficient, yaitu jika nilai Path

Coefficient > 0, maka variabel memiliki arah hubungan yang positif terhadap

variabel lainnya. Sebaliknya, jika Path Coefficient <0, maka variabel memiliki arah

hubungan yang negatif terhadap variabel lainnya..

Keuangan

Table 4.14
Hasil Path Coefficient

. . Original | Sample | Standart T P .

Hipotesis Sample | Mean | Deviation | Statistics | Value Hasil
SAP = Rualitas 0.628 | 0.625 0.111 5.646 | 0.000 | Valid
Laporan Keuangan
Pengendalian Intern
-> Kualitas Laporan 0.271 0.288 0.120 2.256 0.024 | Valid

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai Path Coefficient seluruh hipotesis > 0,

maka hal tersebut menyatakan bahwa hubungan setiap hipotesis memberikan

hubungan yang positif.
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4.2.3. Uji Hipotesis

Nilai Path Coefficients, T-Statistics dan P-Values dapat dilakukan dengan
cara melakukan pengujian pada hipotesis yang telah ditentukan pada penelitian ini.
Cara untuk melakukanya yaitu dengan mengetahui nilai signifikansi antara
variabel. Pengujian hipotesis memiliki tujuan untuk mengetahui diterima atau
ditolaknya suatu hipotesis. Jika nilai Path Coefficients > 0 menunjukkan bahwa
hipotesis mengarah positif, sebaliknya jika nilai Path Coefficients < 0 menunjukkan
bahwa hipotesis mengarah negatif. Nilai P-Values dalam pengujian hipotesis harus
menghasilkan nilai < 0.05 dapat dikatakan memiliki pengaruh. Terdapat beberapa
hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:
1. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan

Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Medan.

2. Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada

Organisasi Perangkat Daerah di Kota Medan.

Table 4.15
Hasil Uji Hipotesis
. . Path T P .
Hipotesis Coefficiens | Statistics | Value Hasil
SAP = Kualitas Laporan Keuangan 0.628 5.646 0.000 | Valid
Pengendalian Intern - Kualitas Laporan 0271 2956 0.024 | Valid
Keuangan

Tabel 4.15 menunjukkan hasil uji hipotesis yang dapat dijelaskan sebagai
berikut:

1. Nilai Path Coefficients pada variabel standar akuntansi pemerintah dalam
pengujian hipotesis mendapat nilai sebesar 0.628, maka nilai Path Coefficients
> 0, untuk nilai P-Values sebesar 0.000, maka nilai P-Values < 0.05. Dari hasil
tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh

dan mengarah positif terhadap kualitas laporan keuangan.
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2. Nilai Path Coefficients pada variabel pengendalian intern dalam pengujian
hipotesis mendapat nilai sebesar 0.271, maka nilai Path Coefficients > 0, untuk
nilai P-Values sebesar 0.024, maka nilai P-Values < 0.05. Dari hasil tersebut
dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern berpengaruh dan mengarah

positif terhadap kualitas laporan keuangan.

4.2.4. Pembahasan

4.2.4.1. Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Teradap Kualitas
Laporan Keuangan

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa pengaruh penerapan
standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan mempunyai
Path Coefficients sebesar 0,628 > 0. Pengaruh tersebut mempunyai P-Values
sebesar 0,000 < 0,05, berarti penerapan standar akuntansi pemerintahan
berpengaruh dan mengarah positif terhadap kualitas laporan keuangan pada
organisasi perangkat daerah di Kota Medan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi
pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah
di Kota Medan, dimana dengan semakin baiknya penggunaaan standar akuntansi
pemerintahan maka akan lebih mudah untuk menyusun laporan keuangan sehingga
kualitas laporan keuangan akan semakin baik pada organisasi perangkat daerah di
Kota Medan.

Dalam penelitian ini penerapan standar akuntansi pemerintahan diukur
dengan 11 indikator yaitu penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran,
laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi

investasi, akuntansi aset tetap, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, akuntansi
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kewajiban, koreksi kesalahan, dan laporan keuangan konsolidasi. Berdasarkan hasil
outer loading masing-masing indikator diketahui bahwa outer loading laporan
realisasi anggaran dengan kode LRA1 menghasilkan nilai terendah yaitu sebesar
0.578 dan outer loading tertinggi terdapat pada indikator akuntansi persediaan
dengan kode P1 sebesar 0.823 dari penelitian atas tanggapan responden mengenai
indikator laporan realisasi anggaran diketahui masih terdapat responden yang
memberikan jawaban kurang baik atas pernyataan yang diajukan dari hasil
deskripsi responden ditemukan jumlah responden laki-laki sebanyak 17 responden
42,50%), dan perempuan sebanyak 23 responden (57,50%). Hal ini berarti sebagian
besar responden yang bekerja di OPD Kota Medan adalah perempuan. Dari hasil
deskripsi responden dtemukan jumlah responden memiliki usia < 25 tahun
sebanyak 8 responden (20,00%), usia 26-39 tahun sebanyak 20 responden
(50,00%), usia 31-35 tahun sebanyak 8 responden (20,00%), dan usia > 36 tahun
sebanyak 4 orang (10,00%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja
di OPD kota Medan berusia 26-39 tahun. Dari hasil deskripsi responden ditemukan
sejumlah responden memiliki pendidikan SMA sebanyak 4 responden (10,00%),
pendidikan D3 sebanyak 9 responden (22,50%), pendidikan S1 sebanyak 17
responden (42,50%), dan pendidikan S2 sebanyak 10 responden (25,00%). Hal ini
berarti sebagian besar responden yang bekerja di OPD Kota Medan memiliki
pendidikan yang cukup yaitu S1. Dari hasil deskripsi responden ditemukan
sejumlah responden memiliki masa kerja < 3 tahun sebanyak 23 responden
(57,50%), masa kerja 3-5 tahun sebanyak 9 responden (22,50%), dan > 5 tahun
sebanyak 8 responden (20,00%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang

bekerja di OPD kota Medan memiliki masa kerja < 3 tahun. Sehingga penerapan
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standar akuntansi pemerintahan dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan
yang belum ,aksimal dan menyebabkan serign terjadinya keterlambatan penyajian
laporan keuangan dan kurang akuratnya laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam
hal ini diharapkan seluruh pimpinan OPD Kota Medan agar melakukan pelatihan
penggunaan sistem akuntansi pemerintah sehingga dapat membantu dalam
penyusunan laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman dasar dalam
penyusunan laporan keuangan daerah. SAP adalah adalah prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah
(Dalibas, dkk 2015, 8). Hal ini berarti semakin baik penerapan SAP di dalam suatu
laporan keuangan, maka diharapkan semakin baik juga kualitas tata kelolaan
keuangan negara baik itu laporan keuangan pemerintahan pusat atau daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Maydiyanti, dkk (2020); Andi Kusnadi, dkk (2022); Susanto, dkk (2021); Karsana
dan Suarana (2017); serta Sihite dan Holiawati (2017) bahwa penerapan standar
akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden
pada 19 (sembilan belas) OPD Kedinasan Kota Medan yang menjawab sangat baik
sebanyak 45%, yang menjawab baik sebanyak 43%, yang menjawab cukup baik
11%, yang menjawab kurang baik 1%, dan yang mnejawab tidak baik 0%. Hal ini
berarti jika peneraparan standar akuntansi pemerintah meningkat, maka kualitas

laporan keuangan juga meningkat.
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4.2.4.2. Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa pengaruh penerapan
pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan mempunyai Path
Coefficients sebesar 0,271 > 0. Pengaruh tersebut mempunyai P-Values sebesar
0,024 < 0,05, berarti penerapan pengendalian intern berpengaruh dan mengarah
positif terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah di Kota
Medan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan pengendalian intern
terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah di Kota
Medan, dimana dengan semakin baiknya penerapan pengendalian intern maka akan
penyusunan laporan keuangan akan semakin terkendali dan sistematis sehingga
kualitas laporan keuangan akan semakin baik pada organisasi perangkat daerah di
Kota Medan.

Dalam penelitian ini penerapan pengendalian intern diukur dengan 5
indikator yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Berdasarkan hasil outer
loading masing-masing indikator diketahui bahwa outer loading pemantauan
dengan kode PMT2 menghasilkan nilai terendah yaitu sebesar 0.649 dan outer
loading tertinggi terdapat pada indikator lingkungan pengendalian dengan kode
LP1 sebesar 0.831 dari penelitian atas tanggapan responden mengenai indikator
pemantauan diketahui masih terdapat responden yang memberikan jawaban kurang
baik atas pernyataan yang diajukan dari hasil deskripsi responden dtemukan jumlah

responden memiliki usia < 25 tahun sebanyak 8 responden (20,00%), usia 26-39
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tahun sebanyak 20 responden (50,00%), usia 31-35 tahun sebanyak 8 responden
20,00%), dan usia > 36 tahun sebanyak 4 orang (10,00%). Hal ini berarti sebagian
besar responden yang bekerja di OPD koat Medan berusia 26-39 tahun. Dari hasil
deskripsi responden ditemukan jumlah responden laki-laki sebanyak 17 responden
42,50%), dan perempuan sebanyak 23 responden (57,50%). Hal ini berarti sebagian
besar responden yang bekerja di OPD Kota Medan adalah perempuan. Dari hasil
deskripsi responden ditemukan sejumlah responden memiliki pendidikan SMA
sebanyak 4 responden (10,00%), pendidikan D3 sebanyak 9 responden (22,50%),
pendidikan S1 sebanyak 17 responden (42,50%), dan pendidikan S2 sebanyak 10
responden (25,00%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di OPD
Kota Medan memiliki pendidikan yang cukup yaitu S1. Dari hasil deskripsi
responden ditemukan sejumlah responden memiliki masa kerja < 3 tahun sebanyak
23 responden (57,50%), masa kerja 3-5 tahun sebanyak 9 responden (22,50%), dan
> 5 tahun sebanyak 8 responden (20,00%). Hal ini berarti sebagian besar responden
yang bekerja di OPD kota Medan memiliki masa kerja < 3 tahun. Sehingga
penerapan pengendalian intern dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan
yang belum maksimal dan menyebabkan sering terjadinya keterlambatan penyajian
laporan keuangan dan kurang akuratnya laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam
hal ini diharapkan seluruh pimpinan OPD Kota Medan agar dapat menerap
pengendalian intern lebih maksimal dan secara menyeluruh sehingga dapat
membantu dalam penyusunan laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern merupakan langkah awal untul memaksimalkan
pengerjaan laporan keuangan dan menminalisir kecurangan. Pengendalian intern

adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
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menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008). Hal ini berarti semakin baik penerapan pengendalian intern di dalam suatu
laporan keuangan, maka diharapkan semakin baik juga kualitas tata kelolaan
keuangan negara baik itu laporan keuangan pemerintahan pusat atau daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Hanifah, dkk (2019); Suratman, dkk (2022); Maydiyanti, dkk (2020); Agung dan
Gayatri (2018); serta Holle, dkk (2019) bahwa penerapan pengendalian intern
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini
dapat dilihat dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden pada 19 (sembilan
belas) OPD Kedinasan Kota Medan yang menjawab sangat baik sebanyak 55%,
yang menjawab baik sebanyak 53%, yang menjawab cukup baik 9%, yang
menjawab kurang baik 1%, dan yang mnejawab tidak baik 0%. Hal ini berarti jika

pengendalian intern meningkat, maka kualitas laporan keuangan juga meningkat.



5.1.

BABYV

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh standar akuntansi

pemerintah dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kota

Medan. Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian pada bab

sebelumnya, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1.

5.2.

Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
pada OPD Kota Medan dengan arah pengaruh positif. Hal ini menunjukkan jika
penerapan standar akuntansi pemerintahan berjalan dengan optimal maka akan
menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD
Kota Medan dengan arah pengaruh positif. Hal ini menunjukkan jika penerapan
pengendalian intern berjalan dengan optimal maka akan menghasilkan laporan

keuangan yang lebih berkualitas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat

menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1.

Melihat dari penerapan sistem akuntansi pemerintah dalam menghasilkan
kualitas laporan keuangan yang belum maksimal sehingga laporan keuangan
yang dihasilkan kurang akurat. Dalam hal ini diharapkan seluruh pimpinan OPD

Kota Medan agar melaksanakan pelatihan penggunaan standar akuntansi
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pemerintahan sehingga dapat membatu dalam penyusunan laporan keuangan
yang lebih akurat.

. Melihat dari penerapan pengendalian intern dalam menghasilkan kualitas
laporan keuangan belum maksimal sehingga laporan keuangan yang dihasilkan
kurang akurat. Dalam hal ini diharapkan seluruh pimpinan OPD Kota Medan
agar sudah menerapkan pengendalian intern dan memaksimalkan penerapannya
sehingga dapat membatu dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih
akurat.

. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang
lebih berpengaruh selain variabel sebelumnya. Secara konseptual, penelitian ini
berfokus pada aspek kemampuan teknologi informasi, dan kinerja karyawan.
Hal tersebut diperlukan adanya penelitian serupa yang berfokus pada aspek lain,
seperti kompetensi SDM dan hal yang terkait dengan topik penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sehingga diharapkan

penelitian selanjutnya dapat menggunakan jenis penelitian kualitatif.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Opini LKPD Tahun 2017- 2021

Prowingi Susaters Utara

34 34 34 2 g
1 25 Prov. Suvatera Uam 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
] 16 Kah. Asahan 1 WTF 1 WTH 1 WP 1 WTP 1 WTP
3 7 Kah. Bata Bara i WP 1 WTR i WTP i WTP ! WTP
el 28 Kah. Dasri 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
5 Pl ] Kab Deli Sardang 1 WP 1 WTH 1 WP 1 WTP 1 WTP
& an Kah Humbang Hasundotan 1 WTF 1 WTH 1 WP 1 WTP 1 WTP
7 31 Kb Karo 1 WP 1 \MDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
B 32 Kah. Labuhanbatu 1 WP 1 WD 1 WP 1 WDP 1 WOP
] EE] Kah Labuhandaby SHatan 1 WTF 1 WTH 1 WP 1 WTP 1 WTP
10 34 Kb Labiihizendata U 1 WTP 1 L 1 WTP 1 1 WTP
11 35 Kah. Langiat 1 WP 1 WD 1 WTP 1 WTP 1 WOP
12 36 Kalh. Mandaling Matal 1 WP 1 WP 1 WP 1 WWDP 1 WP
13 ar Kalh Mias 1 WDP 1 WP 1 WP 1 WD 1 WTF
14 3B Kalh Mias Baran i THF i TP i WP i WD 1 WTP
15 39 Kalh Mias Salatan 1 TMF 1 WP 1 WP 1 WD 1 AIDiP
13 40 Kalh Mias LRasma 1 WDP 1 WP 1 WP 1 WD 1 L
7 41 Kalh Padang Lawes 1 WDP 1 WP 1 WTF 1 WTP 1 WTF
12 4z Kalh Padang Lawas Utara 1 WP 1 L 1 WTP 1 WD 1 L
19 43 Kalb. Pakpak Brarat 1 WP 1 WP 1 WP 1 WTP 1 WTP
i) 45 Kalh Eamosi 1 WTF 1 WTE 1 WTF 1 WTP 1 WTF
psl 45 Kalh Eerdang Bedagsi 1 WP 1 WP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
12 48 Kalh. Smakangun 1 TMF 1 TP 1 WP 1 WD 1 WP
3 a7 Kalh Taganuli Seltan 1 WTF 1 WTE 1 WTF 1 WTP 1 WTF
4 4B Kalh Taganuli Tengah i WOP i WP i WP i WTP 1 WTP
5 43 Kalh Taganuli Utara 1 WP 1 WP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
i3 50 Kalh Tobia 1 WTF 1 WTE 1 WTF 1 WTP 1 WTF
7 51 Kaorta Biinj 1 WTF 1 WTE 1 WTF 1 WTP 1 WTF
12 52 Kota Gunungitol 1 WP 1 WP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
3 53 | Kota Medan 1 | WoR | 3 | WOR | 1 | WoR | 2 WTP 1 WTP
30 58 Kota Padang Sideanguan 1 WDP 1 WP 1 WP 1 WTP 1 WTF
31 55 Kota Pamatangsiantar 1 WTP 1 WP 1 WP 1 WD 1 WTP
32 56 Kota Siboiga 1 WOP 1 WP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
33 57 Kota Tanjungbalai 1 WDP 1 ThF 1 WP 1 WD 1 L
H 5B Kota Tebing Tiegg 1 WOP i WITE i WTP i WTP 1 WTP
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Tabel 2. 4 Permasalahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Fermazalahan J;'""" Keterangan (Kabupaten/Kata)

AP Laparan

1 Klasifikasi Penganggaran Belanja Pegawai, 17 Asahan, Daii, Deli Serdang Humbang
Belanja Barang dan kxsa, Belanja Bantuan Hasundutan, Karo, Mias Utara, Padang Lawas,
Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Fapak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai,
Keuangan Lsinnya pada sejumbh OFD Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengsh,
Ticak Tepat Toba Samosir, Binjai, Medan, Padang Sidempuan

2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan 1 Humbang Hazundutan
Belanja Daerah Tidak Di kati oleh DPRD

B. Pendag

1 Pengedolaan Pajak Daerah Belum Tertib L] Deli Serdang, Langkat, Mias Barat, Mias Selstan,

Tapanali Tengah, Taparuli Utara, Taba Samasir,
Kedan

2 Fengelolaan  Retribusi  Dasrah  Belum 13 Humbang Hasundutan, Karo, Llabuban Selatan,

‘Dptimal dan Tidak Sesuai Ketentuan Labuhanbatu Utara, Mias Barat, Nias Utara,
Padang Lawas Utara, Samosir, Tapanuli Tengah,
Mesdan, , Tamj Tebing
Tinggi

3 Fengelolaan  Pendapatan  Tdak  Sesua 2 Tapanuli Tengah, 3ibolga
Ketenfuan

€. Belanja

1 Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan n Pravins Sumaters Utara, Asshan, Batubara, Dairi,
Direas: Humbang Hasurdutan, Labuhanbabu,

Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal,
Mixs Barat, Mias Selatan, Mixs Utara, Padang
Larwas, Padang Lawas Utara, Samesir, Serdang
Bedagai, Taparuli Selatan, Taparwli Tengah,
Gunungsitali, Padang Sidempuan, Sibolga, Tebing
Tinggi

Permasalahan Jh.‘. Keterangan [KabupatenKota)

2 Kedebihan  Pembayaran  Belanja  Bahan & Asahan, Batubara, Humbang Hasundutan,
Bakar Minyak Labuhanbatu Utara, Padang Lawas Utara,

Tapanuli Selatan

3 Keburangan  Volume Paket  Pekerjaan E Provinsi Swmatera Utara, Asshan, Batubara, Dairi,

Ezlanja Madal Dedi Serdang, Humbang Hasundutan, Karg,
Labuhanbatu, Labuhanbatuy Lelatan,
Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal,
Mizs Barat, Mias, Nias S=latan, Nias Utara, Padang
Lawas, Padang Lawas WMara, Pakpak Bharat,
Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanul
Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba
Samcsir,  Binjal,  Gunungsitali,  Medan,
Pematangsiantar, Sikolga, Tanjung Balai, Tebing
Tinggi

4. Kelurangan Vaolume atas Paket Pelkeraan 9 Dedi Serdang, Karo, Labuhanbatu Utara, Mias,
Eelanja Barang dan Jasa Simalungun, Taparuli Tengah, Medan, Padang

idemg Tehing Tinggi
L% Kelebihan Pembayaran TKl dan Tunjangan il Dairi
Perumahan
B Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 14 Pravinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Humbang
Hasuridutan, Karo, Labuhanbatu Utara,
Mandaiing Matal, Mias Utara, Padang Laxwas
Utara, Papak Bharat, Simalungun, Tapanuli Utara,
Toba Samosir, Medan, Sibolga

7. Pengelalaan Dana BO% belum Memadai 13 Provins Sumatera Utara, Deli Serdang, Karg,
Langkat, Miz Barat, Serdang Bedagai,
Simalungun, Taparwli Utara, Toba Samasir,
Medan, g L ljung Tebing
Tinggi

-8 Kelebihan  Perhitungan luran  Jaminan 1 Karg
Kesehatan Daerah

a, Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan Reses 2 Labuhanbatu, Binjai
DPRD

4. Pengedolaan Belanja Hibah dan Bantuan hli) Pravins Sumatera Utara, Asahan, Labuhanbatu,
Sosial Tidak Sesuai Kstentuan Mizs Barat, Mias, Miaz Utara, Padang Lawas,

Gunungzitali, Sibolga, T:Iling‘lmﬂi.

11. Kelebihan Pembayaran BTT, Uang Lelah 11 Pravine  Sumateras  Utara,  Dair, Kara,
Petugazs Posko GTPP,  Homararium Labuhanbatu Selatan, Mandailing Matal, Mias
Penanganan Covid-19 Barat, Mias, Padang Lawas Utara, PFadang

idiemg Sibalga, Tebing Tinggi

. Pembiayaan

i Perencanaan dan Pengawazan Imvestasi il Mizs Selatan
dalam Bentuk Penyertaan Modal kepada PT
BHC Bedum Memadai

FR Fenyertaan Maodal pada PT Bank Sumut dan 1 Tapanuli Tengah
FOAM Mual Hauk Tidak Sesuai Ketentuan

3 Irrvestasi langka Panjang Permanen pada il Sibolga
PD Sibolga Mauli Tidak Dapat Diyakini
Kewajarannya

E. Aset

1 Fenatausahaan Persediaan Belum Tertib 1% Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Karg,

Lsbuhan Batu, Nias, Nixs Selstan, Mias Utara,
Papak Bharat, Serdang Bedagai, Si an
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DATA RESPONDEN
Isilah dengan singkat dan jelas berdasarkan data diri Bapak/Ibu/Saudara.

Nama Responden

Jenis kelamin : O Laki-laki [ Perempuan

Usia ;0 <25 01 26-30 0 31-35 0>36
Pendidikan : O SMA D3 O S1 0S2
Lama Bekerja : O <3 tahun 0O 3-5tahun [ > 5 tahun
PETUNJUK PENGISIAN

Bapak/Ibu/saudara yang kami hormati, mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara
menjawab pertanyaan di bawah ini dengan tanda (v'). Pada salah satu jawaban yang
paling sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kuesioner ini disebarkan dalam rangka
penelitian skripsi akuntansi.

Penilaian menggunakan skala dengan 5 alternatif sebagai berikut :

e SB = Sangat Baik

e B = Baik

e CB = Cukup Baik

e KB = Kurang Baik

e TB = Tidak Baik
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No. ‘ Pernyataan

|SB|B | CB|KB|TB

Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah
prinsip — prinsip akuntansi yang diterapkan

I dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.
Dalam menyusun laporan keuangan instansi ini
2. | menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP)

Laporan Realisasi Anggaran

3.

Saat ada pengeluaran dari rekening kas,
instansi ini diakui sebagai belanja.

4.

Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima di
rekening kas.

Laporan Arus Kas

Instansi ini menyusun laporan arus kas sesuai

5. | SAP yang diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi.
6 Instansi ini menggunakan metode langsung

dalam melaporkan arus kas operasi.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Instansi ini menyajikan catatan atas laporan

7. . .
keuangan pada setiap periode pelaporan.
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi
8. | penjelasan pos-pos yang ada dalam laporan

keuangan.

Akuntansi Persediaan

9.

Instansi ini mengakui persediaan pada saat
diterima atau hak milik berpindah.

10.

Pencatatan persediaan dilakukan berdasarkan
inventarisasi fisik.

Akuntansi Investasi

Instansi ini mengakui kas yang dikeluarkan
sebagai investasi setelah memenuhi kriteria

H. manfaat masa datang dapat diperoleh dan nilai
investasi dapat diukur.
Dinas ini mencatat investasi sebesar biaya
12. o
perolehan untuk kepemilikan permanen.
Aset Tetap
Instansi ini  mengklasikan aset tetap
13. | berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam operasi entitas.
14, Instansi ini mencatat aset tetap sebesar biaya

perolehan.
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Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan

Instansi ini  mengungkapkan informasi

15. | konstruksi dalam pengerjaan pada akhir
periode akuntansi.
Instansi ini memindahkan konstruksi dalam
16. | pengerjaan ke asset tetap jika pekerjaan

konstruksi telah selesai

Akuntansi Kewajiban

Intansi ini mengakui kewajiban pada saat dana

17. | pinjaman diterima dan/atau pada saat
kewajiban timbul.
13 Intansi ini mencatat kewajiban sesuai dengan

nilai nominal.

Koreksi Kesalahan

19.

Koreksi adalah tindakan pembetulan agar pos-
pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya.

20.

Intansi ini  melakukan koreksi terhadap
kesalahan yang ditemukan.

Laporan Keuangan Konsolidasi

Instansi ini dapat menyajikan laporan

21. 1.

keuangan Konsolidasi.

Laporan keuangan konsolidasi mencakup
22. | semua laporan keuangan dari semua entitas

akuntansi.

PENGENDALIAN INTERN (X1)

|SB|B [CB|KB|TB

No. \ Pernyataan

Lingkungan Pengendalian

1 Semua pegawai telah mematuhi kode etik yang
" | dibuat.

) Semua pegawai harus memiliki integritas dan

nilainilai etika.

Penaksiran Resiko

Didalam instansi harus terdapat upaya untuk
mengidentifikasi, menaksir, menganalisis dan

3 mengendalikan  risiko internal mauapun
eksternal.
Instansi ini telah memiliki mekanisme untuk
4. | mengantisipasi dan mengatasi risiko yang

muncul.

Kegiatan Pengendalian

Instansi ini memiliki SOP (Standard Operating

5. | Procedure) untuk setiap aktivitas yang
dilakukan.
6 Instansi ini melakukan pengendalian atas

pengelolaan  sistem  informasi  untuk
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No. | Pernyataan

SB/B |[CB | KB | TB

memastikan  akurasi dan  kelengkapan

secara rutin.

informasi.

Informasi dan Komunikasi

7 Informasi diidentifikasi dan dikomunikasikan
" | dengan baik.

] Di dalam instansi Informasi disajikan dalam
" | bentuk laporan keuangan.

Pemantauan

9 Instansi ini selalu dievaluasi oleh inspektorat
| dan BPK terkait laporan keuangan.

10, Instansi ini selau melakukan Back Up data

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Y)

No. \ Pernyataan

|SB|B |CB|KB|TB

Relevan

di masa lalu .

Laporan keuangan mengandung Informasi
yang memungkinkan  pengguna  untuk
menegaskan atau mengoreksi kejadian mereka

mempengaruhi pengambilan keputusan.

Informasi akuntansi keuangan pemerintah
disajikan selengkap mungkin, mencakup
semua informasi akuntansi yang dapat

Dapat dibandingkan

Laporan keuangan mengandung informasi
yang dapat membantu pengguna untuk
memprediksi masa yang akan datang
berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa.

keuangan masa lalu.

Laporan keuangan yang dihasilkan berisi
4. | informasi yang dapat menggambarkan

Andal

5. ..
secara jujur.

Laporan Keuangan menyajikan setiap fakta

6 Laporan Keuangan dapat diverifikasi

Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan

/- keuangan dapat dipahami oleh pengguna.
Informasi yang disajikan dalam laporan
] keuangan dinyatakan dalam bentuk serta istilah

pihak yang berkepentingan.

yang dapat di mengerti oleh pengguna atau
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Jawaban Responden

LK1 LK2 LRA1 LRA2 LAK1 LAK2 CalK1 CalK2 P1 P2 11 12 AT1 AT2 AKP1 AKP2 AK1 AK2 KK1 KK2

RESP.

10
11
12
13

14
15

16
17
13
15

20
21

22

23

24
25

26
27
28
29

30
31

32

33

34
35

36
37
38
39

40
LKK1

LP1 LP2 PR1 PR2 KP1 KP2 1K1 IK2 PMT1 PMT2 R1 R2 DD1 DD2 ADL1 ADL2 DDH1 DDH2 TOTAL

LKK2

160
137

160
171

180
172

158
162
179
132

187
187
185

167
170
179

176
165
173
179
170
177
173
156
135

168
200
160
160
185

116
200
200
200
200
200
168
160
173

158



Construct Reliability and Validity

Cronbach's alpha

Composite reliability (rho_a)

Composite reliability (rho_c)
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Average variance extracted (AVE)

x1 0.945 0.947 0.951 0.507
x2 0.589 0903 0910 0.531
Y 0872 0877 0.900 0.530
Path Coefficients
Original sample (0) Sample mean (M) Standard deviation (STDEV) T statistics (|JO/STDEV]) P values
X1=>Y 0628 0625 0111 5 646 0.000
X2-=Y 0271 | 0.288 | 0.120 2.256 | 0.024
Outer Loading Cross Loading R-Square
X1 X2 Y X1 X2 Y R-square R-square adjusted
ADL1 0826 0714 0682 0827
- 0.675 0640 0514 0674 F-Square
AK1 0.676 0692| 0419 0571
Ale 0.808 0815| 0581, 0676
AKP1 0. 666
0691| 0462| 0686
AKP2 0.662
0670| 0.505| 0.664
AT1 0.628
AT 0 645 0624| 0532| 0493
CaLK1 0.776 0647) 0.497| 0454
CalLK2 0.748 ovaz 0.724 0.631
DD1 0.762 0764 | 0641 0.581
DD2 0714 0663 0546 0.762
DDH1 0.666 0718 0.446 0.714
DDH2 0755 0.492 0.655 0.667
0752 0638 | 0464 0753
0738
0756| 0680| 0625
0.663
0744| 0679 0.691
0711
0719 0616| 0668| 0516
0 449 0514| 0710, 0.601
0.693 0718 | 0454 0520
0.716 0610| 0720 0.584
0-504 0504| 0700 0542
0.353
0776| 0595 0607
0.760
0668 0535 0433
0.683
. 0665| 0.553 0.490
0712 0530 0697 0550
0.831 0732| 0.853 0.786
0.500 0578 | 0678| 0655
0.721 0713| 0.707| 0595
0.509 0823 0509 0661
0.634 0602| 0580 0617
0790
0645 0.808| 0.581
0.648
0433 | 0643 0.354
0.607
P 0722| 0736 0489
0670 0492 | 0551 0671
0.741 0546 0710 0.742
0.720 0742 | 0.640 0.640




75

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. DATA PRIBADI
Nama : Dara Anindya Pratiwi
NPM : 1905170281
Tempat dan Tanggal Lahir : Binjai, 06 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : Pertama dari Empat Bersaudara
Alamat : J1. Turi Gg. Taruna No. 57, Kel. Sudirejo I
No. Telephone : 08988010082
Email : daraanindyapratiwi@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muhammad Ramadhan
Nama Ibu : Misda Ariani
Alamat : J1. Turi Gg. Taruna No. 57, Kel. Sudirejo |

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri No. 147/VIII Bogo Rejo
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 3 Medan

Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMK Ngeri 1 Medan

Perguruan Tinggi :Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan,  Agustus 2023

Dara Anindya Pratiwi



